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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif a tidak dilambangkan
ب ba b bc
ت ta t tc
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha k ka dan ha
د dal d de
ذ zal z zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin s es dan ye
viii
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ھ ha h ha
ء hamzah ‘ apostrof
ى ya y ye
ix
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
(‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fathah a a
 ِا kasrah i i
 ُا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i
 َو fatḥah dan wau au a dan u
Contoh :
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلْﻮَھ : haula
x3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,






...ىَ  |اَ... Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas
ى Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas




 ْﻞِْﯿﻗ : qila
 ُتْﻮُﻤَﯾ : yamutu
4. Tā’ marbūṫah
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup
Ta’marbutah yang hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah)
dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang mati (tidak berharakat)
dilambangkan dengan "h".
Contoh:
 ِل َﻒَْطْﻷا ُﺔَﺿَوَر : raudal al-at fal




Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam
transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama





Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل)
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang tersebut.






Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
1. Hamzah di awal
 ُأ ُتْﺮِﻣ : umirtu
2. Hamzah tengah
xii
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ: ta’ muruna
3. Hamzah akhir
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi  kata-kata tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah
lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang
dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa




9. Lafz al-Jalalah (  ﱠ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ﱠ  ُﻦْﯾِد Dinullahﺎِﺒﮭﻠﱠﻟا billah
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ْﻢُھ   ﱠ  ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓHum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan
xiii
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut,
bukan huruf awal dari kata sandang.
Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Wa ma Muhammadun illa rasul
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
Swt. = subhānahū wa ta‘ālā
Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR = Hadis Riwayat
xiv
ABSTRAK
Nama : Dewi Sekar Arum
NIM : 10010115016
Judul : Status Kewarisan Anak yang Lahir Akibat Perzinaan Perspektif
KHI dan KUHPerdata Di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana status kewarisan anak
yang lahir akibat perzinaan perspektif KHI dan KUHPerdata di Pengadilan
Agama Polewali Kelas IB? Selanjutnya yang menjadi sub masalah dari penelitian
ini, adalah: 1) Bagaimanakah eksistensi status kewarisan anak yang lahir akibat
perzinaan perspvktif KHI dan KUHPerdata di Pengadilan Agama Polewali Kelas
1B? 2) Bagaimanakah pandangan Pengadilan Agama Polewali tentang kewarisan
anak yang lahir akibat perzinaan?
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research dengan
pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan yuridis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kewarisan anak yang lahir
akibat perzinaan di Pengadilan Agama berpedoman pada KHI. Anak memiliki hak
yang sama baik dalam hal kewarisan atau yang lainnya, kesalahan yang dilakukan
orang tua seharusnya tidak berimbas pada anak atau anak yang menjadi korban
dari tindakan zina orang tuanya. Setiap manusia memiliki Hak Asasi yang sama di
mata hukum baik hukum Islam ataupun hukum positif sehingga dalam penetapan
status kewarisan anak yang lahir akibat perzinaan Pengadilan Agama Polewali
Mandar memberikan pandangan bahwasannya anak tersebut juga berhak
merasakan hak asasi mereka untuk mendapatkan status kewarisan dan hak-
haknya. Anak yang lahir akibat perzinaan jika terlahir dalam usia perkawinan
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan maka anak itu dapat mengikut nasab sang
bapak dan berhak mendapatkan harta waris. Dijelaskan pula dalam pasal 100 dan
186 KHI yang memiliki maksud bahwasannya anak akibat perzinaan dapat
memperoleh warisan apabila terlahir dalam ranah perkawinan. Dalam
KUHPerdata sendiri anak dari perzinaan ini dapat memperoleh hak kewarisan
apabila diakui sang bapak secara sah dan terbukti melalui surat atau akta
kelahiran. Hal ini bukan bermaksud untuk memudahkan atau mendukung pelaku
perzinaan untuk terus berbuat zina akan tetapi yang menjadi pertimbangan adalah
asas kemanusiaan dan keadilan bahwasannya setiap anak memiliki fitrah yang
sama dan hak yang sama pula.
Implementasi dari penelitian ini yaitu: 1). Bagi para pihak yang
bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan Islam, para pihak harus lebih
memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. Dan untuk pembagian
harta warisan selalu berpegang teguh pada prinsip keadilan sosial, persaudaraan,
toleransi, dan saling menghargai terhadap hak-hak orang lain. 2). Apabila telah
meninggal seseorang dan meninggalkan harta warisan dan ahli warisnya,
hendaknya harta warisan tersebut segera dibagi sebelum keutuhan harta tersebut
terbagi-bagi, berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain. 3). Bagi Anak, orang
tua adalah pelindung dan pengayom dalam kehidupan, dalam kewarisan pula
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orang tua memiliki peran yang penting dalam nasab dan kewarisan terhadap anak.
Ketika ada sengketa kewarisan anak hasil zina, hakim Pengadilan Agama yang
memutuskan perkara harus mengutamakan asas keadilan dan berpedoman pada
KHI. 4). Kepada semua pihak untuk tidak mengucilkan anak yang lahir akibat
zina ini karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui dosa apa yang telah orang






A. Latar Belakang Masalah 
Manusia bukan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah tentunya 
akan tetapi manusia adalah ciptaan yang paling sempurna karena manusia mampu 
menjadi khalifah dimuka bumi yang menebar kebaikan dan membungkus 
keburukan, manusia pastilah memiliki konflik, masalah, problem baik dengan 
individu, kelompok  ataupun negara akan tetapi karena manusia telah dikaruniai 
Akal dan pikiran sehingga manusia itu mampu berijtihad berdasarkan Al-qur’an, 
Al-hadist, Undang-undang dan yurisprudensi. 
Kehidupan tidak ada yang abadi begitupun dengan makhluk yang 
diciptaan oleh Allah sesungguhnya keabadian hanyalah milik-Nya. Ketika 
makhluk itu hidup ia akan mati pula begitupun dengan manusia. Salah satu 
kewajiban muslim terhadap keluarga, kerabat atau sesama muslim yang lain 
ketika ada  yang meninggal dunia adalah mengurus jenazah dan menyelesaikan 
urusan keduniawian si mayit tersebut, diantaranya memandikan, mengafani , 
mensholatkan, menguburkan,  membayar hutang dan membagi harta warisan si 
mayit kepada ahli warisnya. 
Dalam dunia kewarisan diwajibkan laki-laki dan perempuan untuk 
mepelajarinya jika mereka tidak mengetahui wajib hukumnya (dilaksanakan 
berpahala, tidak dilaksanakan berdosa). Dan jika seseorang telah memahami dan 
menguasai tentang hukum kewarisan maka diwajibkan untuk mengajarkan kepada 
orang lain. 
Kewajiban untuk belajar dan mengajarkan ilmu kewarisan agar di 
kalangan kaum muslimin khususnya didalam keluarga tidak terjadi perselisihan-
perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya 
akan menyebabkan perpecahan/keretakan dalam hubungan kekeluargaan. Maka 
dari itu membagi harta warisan itu wajib.  
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Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata 
waris, kata ini begitu familiar di telinga kita, kewarisan sendiri telah diatur dalam 
hukum Islam dan Undang-undang positif.  
Hak kewarisan tentu saja tidak diperoleh oleh sembarang orang, ada 
rambu-rambu atau aturan yang telah ditetapkan oleh hukum yang mengatur 
tentang kewarisan itu sendiri seperti yang utama dalam Al-qur’an, Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dll. 
Salah satu syarat untuk mendapatkan hak kewarisan adalah melalui ikatan 
perkawinan atau pernikahan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.   
Pekawinan  berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya 
membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau 
bersetubuh1.  Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata 
nikah ( )حاكن     menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan 
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi)2.     
Sekilas bila kita melihat peristiwa perkawinan yang berlangsung di 
Indonesia sangat miris karena, pada zaman sekarang ini, ditengah-tengah 
berkembang tegnologi yang sangat dinamis, banyak kaula muda, bahkan wanita 
atau pria dewasa yang melangsungkan pernikahan di karenakan Married By 
Anccident (MBA), sebagian diantara mereka menikah karena adanya satu insiden 
atau kejadian yang mengharuskan mereka untuk menikah, karena apabila mereka 
tidak melangsungkan perkawinan maka akan menimbulkan hancurnya harga diri 
atau malu terhadap tetangga bahkan keluarga. Adapula sebagian lagi yang 
menolak untuk mengawini atau memilih untuk lari dari tanggung. 
Hubungan zina sudah menjadi rahasia umum, beberapa sebabnya karena 
akibat perkembangan teknologi yang begitu dinamis, kurangnya kemampuan 
orang tua atau diri manusia untuk membatasi pengaplikasian perkembangan 
teknologi itu sehingga bukan hanya hal positif yang terakses namun lebih banyak 
                                                          
1
 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, eds. II  (cet. Ke III; Jakarta: Balai Pustaka, 
1994),  h. 456. 
2 Abdul Rahman Gozali, Fiqh Munakahat, eds. I (cet. Ke I; Jakarta: Prenadamedia Group, 
2003),  h. 7. 
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hal negatif yang kita akses dan kita konsumsi dan minimnya pengetahuan 
masyarakat tentang ilmu agama. Sehingga itu adalah pemicu terbesar penyebab  
Married By Anccident. 
Hubungan zina ini menimbulkan akibat yaitu lahirnya anak tanpa ayah 
atau anak yang lahir pada usia perkawinan yang kurang dari enam bulan. Anak 
yang lahir dalam situasi seperti ini sering disebut anak hasil hubungan zina. 
Anak yang terlahir akibat hubungan zina sebetulnya tidak hina, anak ini 
tetap terlahir dengan fitrah tanpa dosa, akan tetapi perbuatan orang tuanyalah yang 
hina menyebabkan anak ini status kewarisannya diperdebatkan.  
Status anak yang lahir akibat hubungan zina inilah menimbulkan gonjang-
ganjing atau perdebatan, karena pada dasarnya setiap anak memiliki hak 
kewarisan atas orang tua dan kerabatnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam 
syariat agama Islam, akan tetapi  bagaimana dengan hak anak yang terlahir akibat 
hubungan zina yang pada hakekatnya mereka masih anak biologis dari ayahnya.  
Hukum yang berlaku di indonesia sangatlah beragam, diantaranya ada 
hukum Islam dan hukum positif  karena di indonesia ini adalah negara yang 
beragam suku, agama, bangsa dan bahasa, sehingga hukum Islam diperantarai 
dengan hukum positif yang di buat oleh pemerintah atau petinggi-petinggi negara. 
KHI sendiri adalah salah satu hukum  yang berlandaskan Islam 
didalamnya terbagi menjadi beberapa Bab yaitu: Bab I Hukum Perkawinan, Bab 
II Hukum Kewarisan, Bab III Hukum Perwakafan dan Ketentuan Penutup. 
KUHPerdata atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kitab yang 
dijadikan pedoman bagi para penegak hukum dilingkungan keperdataan. 
Didalamnya terbagi atas ketentuan: Buku Kesatu Tentang Orang, Buku Kedua 
Tentang Kebendaan, Buku Ketiga Tentang Perikatan, Buku Keempat Tentang 
Pembuktian dan Daluarsa serta Lampiran. Masalah kewarisan sendiri terdapat di 
Buku Dua Tentang Kebendaan. 
Peradilan Agama adalah suatu lembaga hukum yang memberikan keadilan 
bagi para pencari keadilan memiliki kewajiban untuk menerima, memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, 
hibah, wakaf dan shadaqah. 
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Peradilan Agama Polewali yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar 
(Polman) Sulawesi Barat. Kabupaten Polman ini memiliki 16 kecamatan maka 
jika seseorang merasakan ketidak adilan dalam bidang kewarisan dll, maka dapat 
memperkarakannya di Pengadilan Agama Polman. Akan tetapi kasus yang 
ditangani di Pengadilan ini hanyalah kasus yang dialami oleh masyarakat yang 
beragama Islam saja.      
Masyarakat yang berada di Kab. Polman tentu memiliki keberagaman 
suku diantaranya yang paling dominan adalah mandar, jawa, dan bugis. Di 
kabupaten polman tidak semua masyarakatnya mengetahui hukum Islam secara 
mendalam bahkan ada sebagian masyarakat yang kurang paham tentang masalah 
kewarisan atau hukum yang lain, mereka terkadang mengambil suatu hukum dari 
kebiasaannya yang di sebut hukum adat. 
Hadirnya Pengadilan Agama Polewali yang bertempat di Kabupaten 
Polewali Mandar ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi setiap 
masyarata yang menuntut keadilan dirahan kewenangan Pengadilan Agama 
tersebut dalam hal ini terkhusus dalam bidang kewarisan.    
Dari uraian diatas, dapat kita tangkap bahwasannya dalam penetapan 
status anak yang lahir akibat hubungan perzinaan ini bukan hanya dilihat dari kaca 
mata Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi akan kita lihat pula dalam kaca 
mata Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikaji dalam lingkungan 
Peradilan Agama Polman. Tentu saja antara KHI dan KUHPerdata memiliki 
banyak perbedaan. Inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk mengangkat 
sebagai judul skripsi. 
Ketika ingin mencari kejelasan atau kebenaran dalam status anak yang 
lahir akibat hubungan perzinaan tersebut maka kita harus tahu hukum dan 
dalilnya. Dari banyak penjelasan diatas maka telah jelas bahwasannya status anak 
yang lahir akibat hubungan perzinaan ini masih menjadi problematika, dan masih 
banyak orang tua yang belum mengetahui atau mengerti tentang hukum ini.  
Status  kewarisan anak yang lahir akibat hubungan perzinaan inilah yang 
akan penulis bahas dalam kacamata KHI dan KUHPerdata, penulis mengangkat 
judul ini karena ia ingin memberikan pemahaman bagi masyarakat atau para 
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pembaca tentang status anak yang lahir akibat hubungan perzinaan, yang pada 
hakekatnya anak hasil hubungan zina tersebut tidak memiliki salah ataupun dosa, 
lalu dimanakan eksistensi hak kewarisan anak yang lahir akibat hubungan 
perzinaan ini dan  serta apakah dalil atau pasal yang menjelaskan tentang status 
anak luar perkawinan tersebut. 
 Berdasarkan pemaparan diatas terkait dengan status kewarisan anak hasil 
zina, maka penulis merasa sangat perlu dan sangat ingin mengangkat menyusun 
skripsi yang berjudul “STATUS KEWARISAN ANAK YANG LAHIR 
AKIBAT HUBUNGAN PERZINAAN PERSPEKTIF KHI DAN 
KUHPerdata DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS 1B”   
Hal yang melatar belakangi penulis mengangkat judul ini agar tidak terjadi 
kekeliruan dan memberikan pemahaman atau pengetahuan dalam masyarat 
tentang status kewarisan anak hasil zina yang selama ini masih banyak masyarakat 
yang salah dalam mengartikan atau menetapkan hukumnya.    
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan ruang lingkup penelitiannya 
pada hal-hal sebagai berikut: 
a. Status anak zina 
b. Kewarisan anak zina 
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
e. Pengadilan Agama Polewali  
2. Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu: 
1. Status  kewarisan adalah suatu kedudukan atau keadaan dimana 
berpindahnya hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari 




2. Anak yang lahir akibat hubungan perzina adalah anak yang lahir dari 
hubungan  bersetubuh yang dilakukan pria dan wanita yang belum 
terikat tali pernikahan, atau hubungan bersetubuh yang dilakukan pria 
yang sudah menikah dengan wanita yang bukan istrinya dan 
sebaliknya.  
3. Kompilasi Hukum Islam adalah  rangkuman pendapat ulama dari 
kitab fiqh yang biasa dijadikan referensi di Pengadilan Agama   
sebagai pedoman untuk memutus suatu perkara dibidang Hukum 
Perkawinan, Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah, Hukum 
Perwakafan ditambah ketentuan penutup. 
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kitab atau pedoman 
hukum privat yang berasal dari belanda, KUHPerdata ini adalah 
kompas atau penentu penjatuhan putusan dalam perkara yang bersifat 
khusus seperti Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dll. 
5. Pengadilan Agama Polewali adalah Pengadilan yang mengadili 
perkara perdata masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili di 
polewali dan Kabupaten Polewali Mandar (Polman). 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah eksistensi status kewarisan anak yang lahir akibat 
hubungan perzinaan perspektif KHI dan KUHPerdata di Pengadilan 
Agama Polewali Kelas 1B? 
2. Bagaimanakah Pandanga Pengadilan Agama Polewali tentang 
kewarisan anak yang lahir akibat perzinaan? 
D.  Kajian Pustaka 
 Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah status kewarisan 
anak yang terlahir akibar perzinaan menurut KHI dan KUHPerdata. Agar nantinya 
pembahasan inti fokus pada pokok kajian maka penelitian ini dilengkapi beberapa 
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literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya 
ialah sebagai berikut: 
1.   Di dalam buku Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. yang berjudul 
”Hukum Kekeluargaan, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan”, 
tahun 2016. Dalam buku ini ada bab khusus yang menjelaskan tentang 
anak luar perkawinan. Didalam buku ini dijelaskan pemahaman 
mendalam tentang anak luar perkawinan dengan adanya penjelasan 
tersebut kita dapat mengetahui apa maksud dari anak luar perkawinan, 
akan tetapi dalam buku ini tidak membahas masalah anak yang akinat 
hubungan perzinaan. Inilah yang menjadi pembeda antara buku ini 
dengan penelitian yang penulis lakukan   
2.  Di dalam buku Ibnu Rusyd yang berjudul “Bidayatul Mujtahid Wa 
Nihayatul Muqtashid”, tahun 2017.  Dalam buku itu dijelaskan secara 
jelas tentang farai’dh (pembagian harta pusaka). Bukan hanya itu 
dalam buku ini farai’dh dibandingkan dengan pendapat ulama-ulama 
lain ataupun mashab, meskipun begitu buku ini memberikan 
pemahaman yang sangat terang dan jelas. Dalam pembagian harta 
warisan dalam Islam mempunyai aturan tersendiri sehingga dengan 
adanya buku ini penulis berupayah untuk menghadirkan pemahaman 
yang sesuai dengan alur hukum Islam. Akan tetapi dalam buku ini 
tidak memberikan penegasan pada beberapa hal seperti hak-hak yang 
harus diperoleh setiap anak atas orang tuanya walaupun anak itu 
adalah anak zina yang hakekatnya memiliki hak yang sama dengan 
anak yang lain, inilah yang menjadi pembeda.  
3.   Di dalam buku Suhrawardi K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, 
S.H. yang berjudul “Hukum Waris Islam”, tahun 2013. Dalam buku 
ini disajikan secara jelas tentang hukum waris Islam bahkan ada satu 
bab khusus yang ditulis mengenai dalil dan hadist yang berkaitan 
dengan kewarisan. Sehingga hal tersebut membuat penulis semakin 
terpacu untuk menulis penelitian ini yang berlandaskan kehendak 
Illahi yang sejalan dengan Al-qur’an dan Hadist. Akan tetapi dalam 
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buku ini tidak menjelaskan tentang anak hasil zina secara terperincih 
seperti tentang statusnya atau kedudukannya dan buku ini belum 
menjelaskan secara rincih tetang zina itu sendiri, inilah pembeda buku 
ini dengan penelitian penulis. 
4.  Di dalam buku Maman Suparman yang berjudul “Hukum Waris 
Perdata”, tahun 2015. Dalam buku ini membahas tentang pembagian 
waris dalam sudut pandang perdata. Buku ini memberikan gambaran 
dan penjelasan secara terperinci tentang kewarisan anak luar kawin 
atau yang sering disebut anak zina. Dari sinilah penulis mengambil 
perbandingan antara kewarisan yang satu dengan yang lain dan tentu 
saja ini membuat penulis semakin percaya diri untuk membahas 
kewarisan dalam pandangan keperdataan sesuai dengan Kitab 
Undang-undang Hukum Perdataan (KUHPerdata).   Akan tetapi buku 
ini hanya menjelaskan masalah kewarisannya tidak dengan masalah  
zina seperti yang diangkat dalam judul penelitian ini, itulah pembeda 
dari buku dan penelitian ini.  
5.    Di dalam buku Surini Ahlan Sjarif, SH., MH., Dr. Nurul Elmiyah, 
SH., MH yang berjudul “Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan 
Menurut Undang-undang” Di dalam buku tersebut membahas begitu 
banyak masalah kewarisan yang tentu saja buku ini sangat baik untuk 
dijadikan salah satu referensi. Buku ini bukan hanya menjelaskan 
masalah dasar akan tetapi menjelaskan secara mendalam tentang 
kewarisan anak menurut KUHPerdata. Akan tetapi buku ini tidak 
menjelaskan arti zina atau hubungan zina secara terperinci. Sekali lagi 
inilah pembeda buku dengan penelitian ini.  
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Yang menjadi tujuan dari penelitian  ini adalah: 
1.    Untuk menjelaskan eksistensi status kewarisan anak yang lahir akibat 




2.   Untuk menjelaskan Pandanga Pengadilan Agama Polewali tentang 
kewarisan anak yang lahir akibat perzinaan. 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/ pemikiran lebih lanjut dan 
sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 
kewarisan. 
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dasar 
dalam menetapkan status kewarisan anak yang lahir akibat hubungan 





A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan dalam KHI
1. Pengertian Hukum Kewarisan
Secara bahasa, kata mawaris berasal dari kata mawarits yang jamak dari
mirats. Kata tersebut menurut bahasa artinya kekal (al-baqa’) dan perpindahan
sesuatu dari seseorang kepada orang lain (wa intiqalu asy-syai’ min qaumin ila
qaumin akharina).1
Secara terminologi, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.2
Faraidh adalah istilah lain dari mawaris. Ilmu faraidh adalah ilmu tentang
kewarisan dan ilmu hisab (perhitungan) yang mengantarkan pada pengertian yang
mengkhususkan setiap yang mempunyai hak akan haknya dari harta warisan
peninggalan sang mayit.3
Kewarisan merupakan peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa
tirkah dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.4
Hukum kewarisan merupakan hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga,
yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi perpindahan harta kekayaan yang
ditinggalkan.5
1 Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Al-Yaqut An Nafis fi Madzhab Ibn Idris (Jeddah: Alamul
Ma’rifah, 1989), h. 129.
2 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 1.
3 M. Abdul Goni, ikhtisar Faraidh, (Jakarta: Darul Ulum Perss, 1987), h. 4.
4 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)
(Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 132.
5 A. Suriyaman Masturi Pide, Hukum Adat, dulu, kini dan Akan Datang (Jakarta: Kencana,
2014), h. 41.
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Menurut R. Santoso Pudjosubroto yang dimaksud dengan hukum waris adalah
hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban
tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada
orang lain yang masih hidup.6
Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seorang
yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, hal ini berarti menentukan siapa-siapa
yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta
peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.7
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum
kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris
dan berapa bagian masing-masing.8
Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian kewarisan maka penulis
menyimpulkan bahwasannya hukum waris adalah suatu aturan yang mengatur akan
pembagian harta atau tirkah yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya.
2. Dasar Hukum Kewarisan
Dasar hukum kewarisan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yaitu:
a) UU RI Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU RI Nomor  3 Tahun  2006 jo. UU RI
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.
b) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6 R. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964),
h.8.
7 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.90.
8 Republik Indonesia, “Inpres No. 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam” dalam
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015),
h.155.
12
c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-214.
Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman atau landasan dalam pembagian
harta warisan menurut hukum Islam dalam ayat-ayat Al-Qur’an sebagai berikut:
1) Q.S. Al-Nisa/4:7.
ﮯﻠﺻ َنُْﻮﺑَﺮَْﻗْﻻاَو َِنﺪِﻟاَﻮْﻟا َكََﺮﺗ ﺎ ﱠﻤِﻣ ٌﺐْﯿِﺼَﻧ ِل ﺎَﺟ ِّﺮﻠِﻟ َِنﺪِﻟاَﻮْﻟا كََﺮﺗ ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٌﺐْﯿِﺼَﻧ ِءﺂَﺴِّﻨﻠِﻟَو
ﮯﻠﻗ
 ﱠﻞَﻗ ﺎ ﱠﻤِﻣ َنُْﻮﺑَﺮَْﻗْﻻاَو ُﮫْﻨِﻣ} ﺎًﺿْوُﺮْﻔ ﱠﻣ ًﺎﺒْﯿِﺼَﻧ َُﺮﺜَﻛ َْوا٧{
Terjemahnya:
“Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian
yang telah ditetapkan”.9
2) Q.S. Al-Nisa/4:11.
ج  ُﷲ ُﻢُﻜْﯿِﺻُْﻮﯾ ْﻢُﻛ َِدﻻَْوا ْﻲِﻓ ِﻦْﯿََﯿﺜُْﻧْﻻا ِّﻆَﺣ ُْﻞﺜِﻣ ِﺮَﻛ ﱠﺬﻠِﻟ ْنِﺎَﻓ ًءﺂَﺴِﻧ ﱠﻦُﻛ ِﻦَْﯿﺘَْﻨﺛا َقْﻮَﻓ
ﮯﻠﻗ ج  َكََﺮﺗ ﺎَﻣ َﺎُﺜُﻠﺛ ﱠﻦَُﮭﻠَﻓ ُﻒْﺼِّﻨﻟا ﺎََﮭﻠَﻓ َةﺪِﺣاَو ْﺖَﻧﺎَﻛ ْنِاَو ِﮫْﯾَﻮَﺑَِﻻَو ِّﻞُﻜِﻟ ﺎَﻤُﮭْﻨ ِّﻣ ٍﺪِﺣاَو
ج~ج  ُﮫﱠﻟ ْﻦُﻜَﯾ ْﻢﱠﻟ ْنِﺎَﻓ  ٌﺪَﻟَو ُﮫَﻟ َنﺎَﻛ ْنِا َكََﺮﺗ ﺎ ﱠﻤِﻣ ُُسﺪﱡﺴﻟا ِﮫ ُِّﻣِﻼَﻓ ُهََﻮَﺑا َُﮫﺛِرَو ﱠو ٌﺪَﻟَو ُُﺚﻠﱡﺜﻟا
ﮯﻠﻗ م                 ~
 ْنِﺎَﻓ ِﺪَْﻌﺑ ْﻦِﻣ ُُسﺪﱡﺴﻟا ِﮫ ُِّﻣِﻼَﻓ ٌةَﻮِْﺧا ُﮫَﻟ َنﺎَﻛ ْﻲِﺻْﻮﱡﯾ ٍﺔﱠﯿِﺻَو ٍﻦَْﯾدَْوا ﺂَِﮭﺑ ْﻢُﻛُؤﺂََﺑا َو
ﮯﻠﻗ ﮯﻠﻗ                                                                                              ج
 ْﻢُﻛُؤ ﺂَﻨَْﺑا ً ﺎَﻌْﻔَﻧ ْﻢَُﻜﻟ ُبَﺮَْﻗا ْﻢُﮭﱡَﯾا َنْوُرَْﺪﺗ َﻻ ﱠنِا ِ ﱠ  َﻦ ِّﻣ ًﺔَﺿِﺮَﻓ َﻋ َنﺎَﻛ َ ﱠﺎًﻤْﯿِﻜَﺣ ﺎًﻤْﯿِﻠ
}١١{
Terjemahnya:
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan
pembagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka
dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-
bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia
(yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya
memdapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara,
9 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 78.
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maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas)
setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui diantara
mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.10
3) Q.S. Al-Nisa/4:12.
ج
 ُﻒْﺼِﻧ ْﻢَُﻜﻟَو َكََﺮﺗ ﺎَﻣ ٌﺪَﻟَو ﱠﻦُﮭﱠﻟ ْﻦُﻜَﯾ ْﻢﱠﻟ ْنِا ْﻢُﻜُﺟاَوَْزا ﱠﻦَُﮭﻟ َنﺎَﻛ ْنِﺎَﻓ ُﻢَُﻜﻠَﻓ ٌﺪَﻟَو
ﮯﻠﻗ م ٍﻦَْﯾدَْوا ﺂِﮭِﺑ َﻦْﯿِﺻ ْﻮﱡﯾ ٍﺔﱠﯿِﺻَو ِﺪَْﻌﺑ ْﻦِﻣ َﻦْﻛََﺮﺗ ﺎ ﱠﻤِﻣ ُُﻊﺑ ُﺮﻟا ُْﻢﺘْﻛََﺮﺗ ﺎ ﱠﻤِﻣ ُُﻊﺑ ﱡﺮﻟا ﱠﻦُﮭَﻟَو
    جم  َنﺎَﻛ ْنِﺎَﻓ  ٌﺪَﻟَو ْﻢُﻜﱠﻟ ْﻦَُﻜﯾ ْﻢَﻟ ْنِاﺎ ﱠﻤِﻣ ُﻦُﻤﱡﺜﻟا ﱠﻦَُﮭﻠَﻓ ٌﺪَﻟَو ْﻢَُﻜﻟ ُْﻢﺘْﻛََﺮﺗ ٍﺔﱠﯿِﺻَو ِﺪَْﻌﺑ ْﻦِﻣ
~ ﮯﻠﻗ ٍﻦَْﯾد َْوا ﺂَِﮭﺑ َنْﻮُﺻُْﻮﺗ َنﺎَﻛ ْنِاَو ُثَرْﻮﱡﯾ ٌﻞُﺟَر ًﺔَﻠَﻠَﻛ ٌ َةاَﺮْﻣاَِوا ٌﺖُْﺧا َْوا ٌَخا ُﮫَﻟ ﱠو
      ~                          جم
 َُسﺪﱡﺴﻟا ﺎَﻤُﺤْﻨ ِّﻣ ٍﺪِﺣ اَو ِّﻞُﻜِﻠَﻓا ﻰِﻓ ﺂَﻛَﺮُﺷ ْﻢَُﮭﻓ َﻚَِﻟذ ْﻦِﻣ ََﺮﺜَْﻛا اُْﻮﻧﺎَﻛ ْنِﺎَﻓ ْﻦِﻣ ُِﺚﻠﱡﺜﻟ
ﮯﻠﻗ ﮯﻠﻗ   ج   ﻻ ْﯿَﻏ ٍﻦَْﯾدَْوا ﺂَﮭِﺑ ﻰَﺻْﻮﱡﯾ ٍﺔﱠﯿِﺻَو ِﺪَْﻌﺑ ُﷲَو ِﷲ َﻦ ِّﻣ ًﺔﱠﯿِﺻَو ٍّرﺂَﻀُﻣَﺮ ٌﻢْﯿِﻠَﺣ ٌﻢْﯿِﻠَﻋ}١٢{
Terjemahnya:
“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh istri-istrimu,jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-
istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta
yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan
setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai
anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah
dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperempat harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
maka sereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi
wasiat) yang dibuat atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak
menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha
Mengetahui, Maha Penyantu”.11
10 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 78.
11 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 79.
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4) Q.S. Al-Nisa/4:176.
~ ﮯﻠﻗ ﮯﻠﻗ  َﻚَﻧُْﻮﺘَْﻔﺘْﺴَﯾ ُﷲ ُِﻞﻗ ِﺔَﻠَﻠَﻜْﻟا ْﻰِﻓ ْﻢُﻜْﯿِﺘُْﻔﯾ َﻚَﻠَھ اٌؤُﺮْﻣا ِنِا ٌﺪَﻟَو ُﮫَﻟ َﺲَْﯿﻟ ﺎَﮭَﻠَﻓ ٌﺖُْﺧا ُﮫَﻟ ﱠو
    جج ﺎ ﱠﻤِﻣ َِﻦُﺜﻠﱡﺜﻟا ﺎَﻤُﮭَﻠَﻓ ِﻦَْﯿﺘَْﻨﺜﻟا َﺎَﺘﻧ ﺎَﻛ ْنِﺎَﻓ ٌﺪَﻟَو ﺎَﮭﱠﻟ ْﻦُﻜَﯾ َﻢﱠﻟ ْنِا ﺂَُﮭﺛِﺮَﯾَﻮُھَو َكََﺮﺗ ﺎَﻣ ُﻒْﺼِﻧ
ﮯﻠﻗ ~ ﮯﻠﻗ
 َكََﺮﺗ ِﻦْﯿََﯿﺜُْﻧْﻻا ِّﻆَﺣ ُْﻞﺜِﻣ ِﺮَﻛ ﱠﺬﻠِﻠَﻓ ًءﺂَﺴِﻧ ﱠو ًﻻﺎَﺟ ِّر ًةَﻮِْﺧا اُْﻮﻧﺎَﻛ ْنِاَو ُﷲ ُﻦَِّﯿُﺒﯾ َْنا ْﻢَُﻜﻟ
ع ﮯﻠﻗ
اْﻮﱡﻠَِﻀﺗ ُﷲَو}ٌﻢْﯿِﻠَﻋ ٍءْﻲَﺷ ِّﻞُﻜِﺑ١٧٦{
Terjemahnya:
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “ Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. (yaitu) jika seseorang mati dan dia
tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka
bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya,
dan saudara yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan, jika
dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang,
maka bagi keduanya sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka
(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka
bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan.
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.”12
3. Urgensi dan Fungsi Kewarisan
Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam
Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup
penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu
merombak tatanan dan sistem kewarisan yang berlaku pada masa Arab Jahiliyah.
Setidaknya ada empat konsep baru dalam Al-Qur’an yaitu; pertama, Islam
mendudukkan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak jadi ahli waris.
Dalam kewarisan di luar Islam orang tua baru mungkin mendapatkan warisan kalau
pewaris mati tidak memiliki keturunan. Kedua, Islam juga memberi kemungkinan
untuk orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai
ahli waris. Ketiga, suami istri saling mewarisi, Suatu hal yang bertolak belakang
dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan Islam sebagai salah satu bentuk harta
12 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 106.
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warisan. Keempat, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam
keadaan tertentu.
Urgensi kewarisan yang lain ialah karena kewarisan berkaitan langsung
dengan harta benda yang apabila tidak dibagikan akan menimbulkan sengketa antara
ahli waris.
Proses kewarisan itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan
muslim. Fungsing-fungsi tersebut sebagai berikut:
a. Sebagai preventif kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Apalagi kalau
diingat bahwa sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin
bagi ahli waris dan kerabat. Bukan hanya anak-anak pewaris, tetapi juga
orang tua, suami atau  istri, saudara-saudara bahkan cucuk, dan kakek atau
nenek. Bahkan dalam proses pembagian hartapun diajarkan agar ahli waris
memberi atau menyedekahkan bagian orang miskin yang hadir khususnya
diantara keluarga atau kerabat, menyedekahkan harta peninggalan melalui
institusi wasiat, baik kepada kerabat ibu bapak dan diluar kvrabat juga
kepada istri untuk menjaga kesejahteraannya. Selain itu, pewaris yang
tidak punya keturunan sama sekali maka harta peninggalannya disalurkan
melalui bailul mal.
b. Sebagai preventif dari kemungkinan penimbunan yang dilarang oleh
agama, bahwa setiap muslim dianjurkan berwasiat dan memberikan
sebagian hartanya kepada orang yang kurang mampu. Ini mengisyaratkan
bahwasannya Islam menghendaki harta kekayaan bukan hanya berputar
atau dimanfaatkan dikalangan keluarga saaja akan tetapi diantara muslim
dan masyarakat umum lainnya.
c. Sebagai motivasi bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna
mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha
sangat ditekankan karena Allah senantiasa akan menambahkan rezeki
sesuai dengan yang diupayahkan manusia.
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4. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan
Sebelum menguraikan masalah unsur-unsur hukum waris maka ada syarat sah
yang harus diperhatikan dalam kewarisan yaitu: kewarisan dapat dikatakan sah
apabiala terdengar kabar orang yang mewariskan meninggal (pewaris baik secara
hakiki, hukmi dan taqdiri), ahli waris masih hidup ketika pewaris wafat, dan tidak ada
halangan atau penghalang dalam kewarisan.
Unsur-unsur hukum waris Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan
masyarakat muslim yang mendiami Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 3,
Adapun unsur-unsur kewarisan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
a. Pewaris
Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik laki-laki
maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa
hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan
surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.13
Kematian yang dimaksud disini adalah kematian yang hakiki (dapat
dibuktikan dan disaksikan secara faktual), secara hukmi (putusan atau
ketetapan yang ditetapkan oleh hakim), maupun secara taqdiri (atas
persangkaan yang dianggap pasti).
b. Ahli Waris
Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau
orang yang mendapatkan/ menerima harta warisan.14
Dalam hal ini yang dimaksud mendapat atau menerima harta warisan
yaitu orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau kekerabatan,
13 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW
(Bandung: Rafika Aditama, 2005) h.28-29.
14 Emelina Krisnawati, Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (BW) (Bandung: CV
Utomo, 2006) h. 1.
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hubungan pernikahan, hubungan perwalian, dan persamaan agama (hubungan
keIslaman).
c. Harta Warisan/ Tirkah
Sebelum membahas harta warisa terlebih dahulu akan diuraikan apa
yang disebut dengan harta peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut
dengan tirkah/ tarikah. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah
sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang
berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang
bukan hak kebendaan.15
Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (d) dan (e). huruf (d)
menyebutkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris
baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
Dalam huruf (e) menyebutkan bahwa Harta Warisan adalah harta bawaan
ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah
(Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;16
Menurut Fachurrahman harta warisan adalah benda yang ditinggalkan
oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi ahli waris. Harta itu adalah
sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan.17
15 Muhammad Ali Ash-shabuni, Hukum Waris dalam Syari’at Islam (Diponegoro, 1988),
h.41.
16 Republik Indonesia, “Inpres No. 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam” dalam H.
Abdurrahman,SH. MH., Kompilasi HukumIslam di Indonesia (Jakarta: CV Akademika Pressindo,
2015), h.155-156.
17 Facthurrahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), h.36.
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5. Asas-asas Hukum Kewarisan
Asas-asas hukum kewarisan terdiri atas: Ijbari; bilateral; individu;
keadilan berimbang; dan akibat kematian.18 Berikut penjelasan asas-asas
tersebut:
a. Ijbari
Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung
arti pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya
berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan
kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
Asas ini dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu:
1) Pengalihan harta yang pasti setelah seseorang meninggal dunia.  Hal ini
dapat dilihat dalam Al-Qur’an surah An-nisa ayat 7, yang menjelaskan
bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian hak warisan peninggalan
orang tua dan kerabat dekatnya. Oleh karena itu, dalam harta peninggalan
pewaris ada hak bagi ahli.
2) Jumlah harta yang telah ditentukan bagi ahli waris. Hal ini, tergambar
dalam kata mafrudhan yang memiliki makna asal ditetapkan/
diperhitungkan. Yang telah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah itu
wajib hukumnya untuk dilaksanakan hambanya, kewajiban yang
terkandung dalam kata itu disandarkan pada manusia untuk melaksanakan
kewarisan yang hukumnya telah ditentukan oleh Allah dalam kalam-Nya.
3) Kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka memiliki tali
kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris. Seperti yang
dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 7,11,12.
b. Asas bilateral
Asas bilateral dalam hukum Islam berarti seseorang menerima hak atau
bagian kewarisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan
18 Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam (Jakarta: Tinta Mas, 1960), h.45.
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kerabat keturunan perempuan. Asas ini memiliki 2 dimensi yaitu antara anak
dan orang tua; antara orang yang bersaudara jika pewaris tidak memiliki anak
dan orang tua.
c. Asas individual
Asas individual ini memiliki maksud bahwa harta warisan dapat dibagi-
bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Sehingga, dalam
pelaksanaanya, segala harta warisan dinyatakan dalam jumlah tertentu yang
kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima menurut
kadarnya masing-masing.
d. Asas keadilan berimbang
Asas keadilan berimbang dalam hukum Islam berarti keseimbangan
dalam hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam
melaksanakan kewajiban. Contohnya bagian laki-laki dua kali dari bagian
perempuan karena lelaki memiliki kewajiban untuk menafkahi dan
menghidupi keluarga. Oleh karena itu bagian yang diperoleh dalam kewarisan
sejalan atau berimbang dengan kewajiban dan tanggung jawab dalam
keluarga.
6. Sebab Adanya Hak Kewarisan
Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ahli
waris sekaligus mendapatkan harta warisan.
a. Pertalian darah atau kekerabatan
Seorang bisa menjadi ahli waris karena adanya hubunga darah dan
kekerabatan misalnya, anak keturunan, kedua orang tua, dan orang yang
memiliki pertalian nasab oleh pewaris.
b. Hubungan pernikahan
Seseorang mendapatkan warisan dapat pula disebabkan karena pertalian
pernikahan (suami dan istri), meskipun sesudah akat sebelum terjadinya
hubungan badan akan tetapi mereka telah melakukan ijab kabul dan
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dinyatakan sah menjadi suami istri baik secara hukum Islam dan hukum
perkawinan.
c. Perwalian
Perwalian kerap kali disebut wala’ul itqi atau wala’ul ni’mah.
Maksudnya siapa yang membebaskan seorang budak dengan cara apapun,
maka ini menjadi ashib (kekeluargaan dari pihak ayah). Apabila ia (orang
yang memerdekakan itu) meninggal dunia tanpa memiliki keturunan dan
kerabat, maka budak yang dimerdekakan tadi menjadi ashib-nya.
d. Persamaan agama
Seorang muslim (muslimah) yang mati dan tidak mempunyai ahli waris,
maka harta warisannya beralih kebalai harta keagamaan (baitul mal) untuk
dana sosial dan kemaslahatan umat Islam setempat.19
7. Penghalang Hak Waris
Adapun penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hak waris sebagai
berikut:
a. Perbedaan Agama
Perbedaan agama artinya antara pewaris dan ahli waris menganut agama
yang berlainan. Mungkin sang pewaris seorang muslim (muslimah) yang taat
beragama, tetapi ahli warisnya berbeda agama atau tak beragama   (ateis) atau
ahli warisnya seorang muslim yang taat akan agama, akan tetapi pewarisnya
adalah orang yang murtad. Memiliki perbedaan keyakinan dan kepercayaan
yang dianut seseorang menjadi penghalang dalam kewarisan Islam.
b. Pembunuhan
Pembunuhan yang menghalangi ahli waris mendapatkan haknya ialah suatu
pembunuhan yang direncanakan dengan sengaja. Dalam hal ini kematian si
pewaris menjadi tujuan utamanya.




Seorang budak tidak memiliki hak waris, meskipun sekarang masalah ini
sudah tidak dipermasalahkan lagi karena sudak tidak ada praktik pembudakan.
d. Kematian Dini
Anak yang mati dini (tidak menangis saat dilahirkan ibunya) tidak memiliki
hak mewarisi dan diwarisi. Hal ini karena tidak adanya tanda-tanda kehidupan
yang diikuti dengan kematian sebagai sebab terjadinya kewarisan.
Adapun penghalang dalam kewarisan menurut KHI Pasal 173 bahwa seseorang
terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusnya hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
a) Dipersalahkan telah membunuh atau mecoba membunuh atau menganiaya
berat pada pewaris;
b) Dipersalahkan karena memfitnah telah mengadukan pengaduan bahwa
pewaris sudah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
8. Bagian-bagiannya Ahli Waris dan Contohnya
Adapun bagian-bagiannya yang telah ditetapkan dalam Islam adalah sebagai
berikut:
Pertama : Suami =  ½  (jika ada anak, cucu, dan seterusnya kebawah menjadi
¼)
Istri    = ¼  (jika ada anak, cucu, dan seterusnya kebawa menjadi
1/8)
Ibu = 1/3 (jika ada anak, cucu, dan saudara lebih dari satu orang
menjadi 1/8)
Kedua : Ayah, kakek, nenek, dan saudara seibu = 1/6 (jika saudara seibu lebih
dari satu orang menjadi 1/3)
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Ketiga  : Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, saudara
perempuan sekandung, saudara perempuan seayah = ½ (jika masing-
masing lebih dari seorang menjadi 2/3)
Keempat :  Seorang anak perempuan = ½
Seorang atau lebih seorang cucuk perempuan = 1/6
Seorang saudara perempuan sekandung = ½
Seorang atau lebih saudara perempuan seayah = 1/620
Setelah pembagiannya di ketahui maka selanjutnya adalah contoh penyelesaian
kasus, adapun contohnya sebagai berikut:
a. Jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, seorang
anak perempuan dan seorang ayah dengan tirkah Rp. 8.000.000
Penyelesaian : Tirkah (T)  Rp. 8.000.000
Suami/duda : ¼  x 12 = 3 = 3/12 x 8. 000.000 = 2.000.000
Anak Pr : ½  x 12 = 6 = 6/12 x 8.000.000 = 4.000.000
Ayah : 1/6 x 12 = 2+1= 3= 3/12 x 8.000.000 = 2.000.000 +
8.000.000
B. Tinjauan Umum Tentang Kewaris dalam Sistem Hukum Perdata
1. Pengertian Waris dalam Hukum Perdata
Wirdjono Prodjodikoro mempergunakan istilah “warisan”. Menurutnya:
“warisan soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak dan kewajiban tentang
kekayaan orang pada waktu itu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang
masih hidup”.21
Dari uraian diatas, pengengertian kewarisan menurut KUHPerdata
memperlihatkan tiga unsur yaitu:
20 A. Kadir,. Memahami Ilmu Faraidh, Tanya Jawab Hukum Waris Islam, h. 41-42
21 Wirjono Prodjodikoro. “ Hukum Waris di Indonesia” dalam Maman Suparman, Hukum
Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h.7.
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Ke-1   Seseorang peninggal warisan (eaf later) pada wafatnya meninggalkan
kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan
sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya
yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal
warisan berada.
Ke-2     Seseorang atau beberapa ahli waris (eaf genaam) yang berhak menerima
kekayaan yang ditinggalkannya itu. Hal ini menimbulkan persoalan
bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal
warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si
ahli waris.
Ke-3     Harta warisan (halaten scahp), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan
beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu
bagaimana dan sampai dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-
sama berada22.
Soepomo mempergunakan istilah “hukum waris” sebagai berikut: “hukum waris
itu menguat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang
harta benda dan barang yang tak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu
angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu
orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan oleh orang
tua meninggal dunia.  Memang meninggalkan bapak atau ibu adalah peristiwa yang
penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal,
proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.23
Menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan defenisi hukum kewarisan.
Beliau hanya mengatakan hukum waris sebagai berikut: “Dalam Hukum Waris Kitab
22 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia” dalam Maman Suparman, Hukum
Waris Perdata, h.7-8.
23 Soepomo, “Bab-bab tentang Hukum Adat “ dalam Maman Suparman, eds Hukum Waris
Perdata (cet.I;Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h.8.
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Undang-undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan
kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat
diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan kekeluargaan pada
umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau
sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban
seseorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan”.24
Seperti yang telah diuraikan oleh para ahli hukum tentang pengertian waris,
namun pada pokoknya mereka berpendapat sama yakni hukum waris adalah suatu
peraturan hukum yang mengatur perpindahan kepemilikan harta dari si pewaris
kepada ahli waris.
2. Ruang Lingkup Waris dalam Hukum Perdata
Dalam sistematika KUHPerdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum
kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku ke II KUHPerdata
tentang Benda, dan Buku ke III tentang Perikatan.
Sesuai dengan ketentuan di atas, ternyata ada hak dan kewajiban dalam bidang
hukum kekayaan yang tidak memiliki kekuatan untuk beralih, seperti:
a. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang
sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat
dengan pewaris. Contohnya: hubungan kerja pelukis, pematung, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1601 dan 1318 KUHPerdata.
b. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam pasal 1646
Ayat (4) KUHPerdata.
c. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa,
diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata.
24 Subekti, “Pokok-pokok Hukum Perdata” dalam Maman Suparman, Hukum Waris Perdata
(cet.I;Jakarta: Sinar Grafika, 2015).h.9.
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d. Hak untuk menikmati hasil orang tua/ wali atas kekayaan anak yang di bawah
kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya
si anak,  diatur dalam Pasal 314 KUHPerdata.
e. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak
tersebut, diatur dalam Pasal 807 KUHPerdata.25
Ada pula hak dan kewajiban dalam ruang lingkup keluarga yang dapat
diwariskan, seperti:
a. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak, ternyata dapat dilanjutkan
oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 jo. Pasal 252.
Pasal 259 KUHPerdata.
b. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli
warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah dilanjutkan oleh anak yang menuntut
keabsahan, yang sementara perkaranya berlangsung telah meninggal dunia.
Hal-hal yang diatur dalam Pasal 269, 270 dan Pasal 271 KUHPerdata, secara
garis besar menetapkan bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar
ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak sah.
3. Landasan Hukum Kewarisan
Hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-
orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal
ini berdasarkan dengan adanya staansblad 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri
Terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia
berkemungkinan untuk menggunakan hukum kewarisan yang terdapat dalam
KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek).
Hak mawaris ditentukan dalam hak kebendaan dan hak waris sebagai salah satu
cara untuk memperoleh hak kebendaan. Olehnya itu ketentuan ini ditetapkan dalam
Buku  ke II KUHPerdata tentang Kebendaan.  Akan tetapi penempatan hokum waris
25 Sjarif, Surini Ahkan dan Nurul Elmiyah Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan
Menurut Undang-undang (cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h.8.
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pada Bab ke II menimbulkan pro dan kontra pada kalangan ahli hukum, bahwasannya
dalam bab tersebut tidak hanya membahas masalah kebendaan akan tetapi ada aspek
lain di dalamnya, seperti hukum perorangan dan hokum kekeluargaan.
Pewarisan dalam KUHPerdata terdapat dalam Bab ke II Kebendaan pada Bab ke
XII tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimual dari pasal 380
KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
Bab ke XII tentang Kewarisan Karena Kematian:
a. Pasal 830 KUHPerdata tentang Ketentuan Umum.
b. Pasal 852 KUHPerdata tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang sah
dan si suami atau istri yang hidup terlama.
c. Pasal 862-873 KUHPerdata tentang Pewarisan dalam Hal Adanya Anak-
Anak Luar Kawin.
Bab ke XIII tentang Surat Wasiat:
d. Pasal 874-894 KUHPerdata tentang Ketentuan Lain.
e. Pasal 895-912 KUHPerdata tentang Kecakapan Seorang untuk Membuat
Surat Wasiat.
f. Pasal 913-929 KUHPerdata tentang Legienteme Portiet.
g. Pasal 390-953 KUHPerdata tentang Bentuk Sesuatu Wasiat.
h. Pasal 954-956 KUHPerdata tentang Wasiat Pengangkatan Waris.
i. Pasal 957-972 KUHPerdata tentang Hibah Wasiat.
j. Pasal 973-988 KUHPerdata tentang Pengangkatan Wasiat dengan Lompat
Tangan.
k. Pasal 992-1004 KUHPerdata tentang Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.
l. Pasal 1005-1022 KUHPerdata tentang Pelaksanaan Wasiat dan Pengaruh
Harta Peninggalan.
m. Pasal 1023-1043 KUHPerdata tentang Hak Memilih dan Hak Istimewa untuk
Pendapatan Harta Peninggalan.
Bab ke XVI tentang Hak Menerima dan Memilih Suatu Warisan:
n. Pasal 1044-1056 KUHPerdata tentang HakMenerima Suatu Warisan.
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o. Pasal 1057-1065 KUHPerdata tentang Hak Menolak Suatu Warisan.
Bab XVII tentang Pewarisan Harta Peninggalan:
p. Pasal 1066-1087 KUHPerdata tentang Pemisahan Harta Peninggalan dan
Akibatnya.
q. Pasal 1086-1099 KUHPerdata tentang Pemasukan.
r. Pasal 1100-1111 KUHPerdata tentang Hal Pembayaran Utang-Utang.
s. Pasal 1112-1120 KUHPerdata tentang Pembatalan Suatu Pemisahan Harta
Peninggalan yang telah Disetujui.
t. Pasal 1121-1125 KUHPerdata tentang Pembagian Warisan.
Bab XVIII:
u. Pasal 1126-1130 KUHPerdata tentang Harta Peninggalan yang Tak Terurus.
4. Dasar Hukum Waris Perdata
Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem
hukum waris BW ada dua cara sebagai berikut:
a. Menurut ketentuan undang-undang (ab instestato atau wettelijk erfrecht).
b. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair erfrecht).
Adapun menurut ketentuan undang-undang (ab instestato atau wettelijk erfrecht),
yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang
berdasarkan pada keturunan.26
Buku ke II KUHPerdata mengatur kewarisan menurut undang-undang dan
memuat ketentuan yang berlaku untuk pewarisan menurut surat wasiat. Yang
mengatur tentang hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
a. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena
kematian, yang dimaksud adalah kematian alamiah (wajar).
Apabila seseorang dianggap telah wafat atau meninggal dunia, maka harta
benda akan beralih atau berpindah kepada orang yang diduga sebagai ahli
26 Zainuddin Ali, Pelaksaanaan Hukum Waris  di Indonesia , h.6.
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warisnya. Sebab jika yang diduga meninggal dunia itu masih hidup, maka ia
akan tetap menjadi pemilik dari harta bendanya, dan berhak menuntut kepada
orang yang diduga sebagai ahli warisnya.
b. Pasal 836 KUHPerdata menentukan bahwa ahli waris harus ada waktu
warisan terbuka.
c. Pasal 831 KUHPerdata menentuka bahwa jika beberapa orang menjadi ahli
waris yang lain, karena suatu malapetaka yang sama, dengan tidak
mengetahui tentang siapa yang meninggal dunia lebih dulu maka mereka
dianggap meninggal dunia pada saat yang sama.  Dalam hal ini antara korban
yang bersamaan meninggal tidak saling mewarisi antara satu sama lain.
5. Unsur-Unsur Terjadinya Kewarisan
Ada tiga syarat terjadinya kewarisan yaitu:
a. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan,
bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.27
Dapat ditafsirkan bahwasannya yang dimaksud kematian disini adalah
kematian yang alamiyah (Wajar).
b. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat
meninggalnya ahli waris.
c. Ada sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diwariskan.
6. Prinsip Umum Pewarisan
Adapula prinsip umum yang terkandung dalam pewarisan akan diuraikan sebagai
berikut:
a. Pada asasnya yang dapat beralih keahli waris hanya hak dan kewajiban
dibidang hukum kekayaan saja. Seperti telah dijelaskan, bahwa ada hak dan
kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang, atau tidak terletak dibidang
27 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  bab XII, bagian I, Pasal 830,
h.201.
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hukum kekayaan ternyata dapat diwariskan. Sebaliknya ada hak dan
kewajiban yang termasuk dalam bidang hukum kekayaan ternyata tidak dapat
diwariskan.28
b. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban
pewaris beralih pada ahli warisnya (hak saisine). Hak saisine adalah ahli
waris demi hukum memperoleh kekayaan si pewaris tanpa menuntut
penyerahan. Adapula hak heriditatis petition, yakni hak ahli waris untuk
menuntut, khusus berkaitan dengan warisan.
c. Pada dasarnya yang berhak mewarisi adalah keluarga sedarah dengan
pewaris.
d. Pasal 1066 KUHPerdata menyatakan bahwa pada asasnya harta peninggalan
tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi.29
e. Pasal 838 KUHPerdata menyatakan bahwa pada asasnya setiap orang,
termasuk bayi yang baru lahir, cakap mawaris, kecuali mereka yang
dinyatakan tak cakap mawaris.30
C. Tinjauan Umum Tentang Perzinaan
1. Defenisi Perzinaan
Sebelum menguraikan tetang defenisi perzinaan harus diketahui, bahwasannya
suatu hubungan yang sah antara lelaki dan wanita hanya dengan satu ikatan yaitu
pernikahan, pernikahan yang sah sendiri adalah suatu ikatan yang di lakukan dengan
tujuan mendirikan suatu keluarga yang bahagia  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Maka suatu hubungan yang dilalukan oleh lelaki dan wanita tanpa adanya ikatan
28 Sjarif, Surini Ahkan dan Nurul Elmiyah,. Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan
Menurut Undang-undang, h.15.
29 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  bab XVII, bagian I, Pasal
1066, h.245.
30 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  bab XII, bagian I, Pasal 838,
h.203.
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perkawinan dan tidak didasari dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan maka hubungan itu tidak memiliki kekuatan hukum dan akan
menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.
Perzinan adalah hubungan sanggama yang dilakukan oleh seorang lelaki dan
wanita yang belum terikat tali pernikahan (sebaliknya) atau hubungan sanggama
lelaki yang sudah terikat tali pernikahan dengan wanita yang bukan istrinya dan
sebaliknya.
Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang
diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.31
Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan
karena syubhat dan bukan pula karena kepemilikan budak.32
Hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan
sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti
yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.33
Hubungan  seperti ini yang tidak memiliki tali perkawinan, olehnya tidak
memiliki hak dan kewajiban di dalamnya tidak seperti dalam perkawinan yang
memiliki hak dan kewajiban yang jelas antara mereka. Betuk-bentuk hubungan
seperti ini biasanya berupa hubungan seks dan hidup bersama, berikut penjelasannya:
a. Hubungan seks
Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti
memiliki rasa tertarik kepada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan
sanggama atau seks. Apabila hubungan seks dilakkukan di luar perkawinan,
maka hubungan tersebut seperti yang di dengar di masyarakat yang dilakukan
31 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyir Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i
dalam Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, h.18.
32 Ibnu Rusyh, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, h.683.
33Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan, 2016),
h.118.
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dengan teman, dengan pacar, dengan pekerja seks komersial (PSK), dan
terkadang dengan orang lain yang baru dikenal. Bentuk hubungan ini bisa
dikatakan perzinaan atau pemerkosaan.
b. Hidup bersama
Hubungan seks seperti diuraikan diatas biasanya hanya didasari oleh
nafsu belaka, mereka tidak melangsungkan perkawinan akan tetapi hidup
bersama dalam satu rumah dan akan berpisah ketika mereka mau atau sering
disebut kumpul “kebo”.
2. Dasar Hukum Pelarangan zina
Segala sesuatu yang dilarang, dibolehkan, bahkan dianjurkan pasti memiliki
dasar hukum baik dalam Islam maupun Undang-undang sama halnya dengan
pelarangan perzinaan ini, adapun dasar hukumnya sebagai berikut:
a. Q.S. Al-Isra’ /17:32
ﮯﻠﻗ ~ ًﺔَﺸِﺣﺎَﻓ ُﮫﱠِﻧا ﻰَﻧ ِّﺰﻟا اُْﻮﺑَﺮَْﻘﺗ َﻻَو} ًﻼْﯿِﺒَﺳ َءﺂَﺳَو٣٢{
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh perbuatan keji,  dan
suatu jalan yang buruk”.34
b. Q.S. Al-Nur /24:2
ﮯﻠﺻ ٍَةﺪْﻠَﺟ ََﺔﺋﺎِﻣ ﺎَﻤُﮭْﻨ ِّﻣ ٍﺪِﺣاَو ﱠﻞُﻛ اُْوﺪِﻠْﺟﺎَﻓ ْﻲِﻧا ﱠﺰﻟاَو ُﺔَِﯿﻧا ﱠﺰﻟا ٌﺔَْﻓأَر ﺎَﻤِﮭِﺑ ْﻢُﻛ ْﺬُْﺧَﺄَﺗﻻ ﱠو
ج  ِﷲ ِﻦْﯾِد ْﻲِﻓ ْنِا ِﷲﺎِﺑ َنُْﻮﻨِﻣُْﺆﺗ ُْﻢﺘْﻨُﻛ ٌﺔَﻔِﺋ ﺂَط ﺎَﻤُﮭَﺑَاﺬَﻋ ْﺪَﮭْﺸَﯿْﻟَو ِﺮَِﺧﻻا ِمَْﻮﯿْﻟاَو َﻦ ِّﻣ
} َﻦْﯿِﻨِﻣْﺆُﻤﻟا٢{
Terjemahnya:
“Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki , deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu
34 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 285.
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beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.35
Dasar hukum lainnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
BAB XIV Tentang Kesusilaan.
Dasar hukum tersebut adalah dasar hukum pelarangan zina, dalam Islam saja
perbuatan yang mendekati zina telah dilarang apalagi perbuatan zinanya yang
menimbulkan berbagai macam kemafshadatan dan tidak ada nilai kemaslahatan
didalamnya. Pelaranyan zina ini bukan hanya terdapat dalam Al-Qur’an saja akan
tetapi undang-undang pun melarang akan hal tersebut karena akan merugikan pihak
yang berkaitan.
3. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Hubungan Perzinaan
Adanya kenyataan di masyarakat mengenai hubungan perzinaan yang kian
merajalela tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong hal tersebut, hal
tersebut yaitu:
a. Faktor cinta
Cinta adalah salah satu faktor yang paling bayak medorong terjadinya
hubungan perzinaan. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang sudah jatuh
cinta, pada umumnya mereka sudah lupa diri. Pada kenyataannya mereka rela
mengorbankan apapun yang mereka miliki. Mereka bahkan akan melakukan
apapun demi cinta yang utuh. Faktor ini sering menimbulkan dampak negatif
seperti hamil diluar nikah dan terjadi dikalangan anak remaja.
b. Faktor mau sama mau
Faktor mau sama mau antara pria dan wanita dalam menjalanka suatu
hubungan tidak selalu bermula karena cinta. Pada faktor ini, sepasang
manusia yang berlainan jenis hanya terbatas saling ketertarikan saja, buka
karena didasari saling cinta antara keduanya. Mereka mau melakukan
35Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 352.
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perzinaan karena rasa tertarik dan tidak ada keinginan untuk menikah,
hubungan seperti ini biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali.
Bentuknya hanya hubungan seks semata tanpa adanya keinginan untuk
melangsungkan pernikahan.
c. Mencari kepuasan semata
Pada faktor ini umumnya terjadi dikalangan remaja maupun
dikehidupan rumah tangga. Dikalangan remaja misalnya, banyaknya wanita
yang hilangnya keperawanannya bahkan hamil di luar nikah karena tidak
mampu meredam kepuasan hawanafsunya. Sedangkan dikalangan rumah
tangga, hal ini sering terjadi pada rumah tangga yang sedang bermasalah,
terutama ketika ada satu masalah antara suami istri.
d. Faktor ekonomi
Tekanan ekonomi serta keinginan untuk dapat hidup dengan nyaman
dan lebih baik yang dijadikan alasan bagi sebagian orang untuk melakukan
hubungan perzinaan demi mendapatkan uang atau kehidupan yang lebih baik.
Bentuk perbuatan ini seperti pekerja seks komersial. Selain itu, karena faktor
ekonomi yang kurang menunjang kebutuhan hidup bahkan untuk
melangsungkan pernikahan maka mereka memutuskan untuk menjalani
kehidupan bersama tanpa menikah.
4. Dampak dari Hubungan perzinaan
Dampak dari hubungan perzinahan menyebabkan beberapa masalah yang
terjadi dimasyarakat:
a. Pada hubungan di luar nikah terutama atas dasar saling cinta, biasanya terjadi
pada pasangan remaja (muda mudi) saat ini, pergaulan yang kurang sehat
biasanya menimbulkan wanita hamil di luar nikah. Kondisi seperti ini
biasanya menimbulkan paksaan terhadap lelaki untuk yang telah menghamili
untuk bertanggung jawab dan membuat perjanjian untuk menikahi wanita
tersebut. Karena kondisi tersebut sangat berat bagi wanita itu untuk hamil dan
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melahirkan anak tanpa melangsungkan pernikahan dan tanpa memiliki
seorang suami, karena akan memberikan efek yang negativ bagi sang wanita,
anaknya kelah serta keluarga dihadapan masyarakat nantinya. Kondisi seperti
inlah yang membuat adanya perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu untuk
menikahi atau bertanggung jawab atas perbuat yang telah dilakukan pada
wanita itu sehingga hamil karena hubungan perzinaan. Apabila perjanjian
tersebut dilakukan oleh sang lelaki tidak akan menjadi masalah di mata
masyarakat, akan tetapi jika sang lelaki tidak mau untuk bertanggung jawab
atas apa yang telah dia perbuat maka ini akan menimbulkan masalah baru
seperti terjadinya pengguguran janin (aborsi).
b. Dalam hukum pidana, hubungan perzinaan yang dimaksud adalah hubungan
gendak antara seorang lelaki yang sudah terikat tali pernikahan dengan wanita
yang bukan istrinya, tetapi apabila yang melakukan hubungan gendak itu
adalah seorang lelaki yang belum menikah atau terikat tali pernikahan dan
salah satu pihak merasa dirugikan maka lelaki tersebut dapat dituntut dengan
pasal kesusilaan.
c. Apabila dari hubungan perzinaan tersebut menghasilkan atau melahirkan
seorang anak maka yang menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja begitu pula
dalam hukum Islam.
5. Jenis-Jenis Zina dan Sanksinya
Ada dua jenis zina yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah
zina yang dilakukan oleh orang yang memiliki status suami, istri, duda, dan janda.
Maksudnya, pelaku adalah orang yang dalam status pernikahan atau pernah menjalani
suatu pernikahan secara sah. Adapula yang dimaksud zina ghairu muhsan yaitu zina
yang dilakukan oleh orang yang memiliki status perjaka atau gadis. Maksudnya,
pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam suatu ikatan
pernikahan.
35
Terhadap dua jenis zina tersebut, syariati Islam menetapkan dua sanksi yang
berlainan. Sanksi bagi pezina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari
batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pezina ghairu muhsan yakni dicambuk
sebanyak seratus kali. Adapula yang  menambahkan hukuman zina yaitu diasingkan,
Akan tetapi sanksi-sanksi  ini tidak diterapkan diindonesia karena adanya hukum Hak
Asasi Manusia (HAM). Adapun yang dimaksud dengan sanksi-sanksi diatas akan
diuraikan sebagai berikut:
a. Sanksi Rajam
Sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan tidak di jelaskan secara eksplisit
dalam Al-Qur’an, eksistensinya dibuktikan dengan ucapan dan tindakan
Rasulullah. Didalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan
sanksi rajam terhadap Maiz Bin Malik dan Al-Gamidiyah. Sanksi ini pula
diakui oleh ijma’ para sahabat dan tabiin. Serta pernah dilaksanakan pada
masa Khulafah Al-Rasyidin.36
Al-Shabuni mengatakan bahwa kelompok Khawarij berkeyakinan kalau
hukuman rajam tidak termasuk syariat Islam. Mereka mempunyai tiga alasan yang
menurutnya sangat lemah, lebih lemah dari pada sarang laba-laba.37
1) Hukuman rajam terlalu sadis. Jika memang disyariatkan oleh Islam, pasti
disebutkan di dalam Al-Qur’an. Namun, semua orang mengetahui bahwa
tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur’an yang menyebut tentang rajam.
2) Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai setengah hukuman dari
orang merdeka. Kalau yang dibagi dua ini berkenaan dengan jumlah
seratus kali cambuk tidak ada masalah. Akan tetapi, jika kaitannya
dengan hukuman rajam yang dilempari batu hingga meninggal, maka
36 Muhammad Ali Al-Shabuni, Rawa’i Al-Bayan fi Tafsir Al-Ahkam min Al-Qur’an, Jilid II,
dalam Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, eds.I , h.20.
37 Muhammad Ali Al-Shabuni, Rawa’i Al-Bayan fi Tafsir Al-Ahkam min Al-Qur’an, Jilid II,
dalam Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, h.24.
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tidak dapat dibagi dua. Tidak mungkin ada hukuman setengah mati.
Dengan demikian, hukuman ini tidak sah dilakukan bagi hamba sahaya.
3) Karena bagi pelaku zina itu bersifat umum, maka pengkhususan hukuman
bagi pezina muhsan menyalahi Al-Qur’an.38
Ketiga alasan kaum Khawarij di atas di tolak oleh Ahlusunnah mereka
berpendapat bahwasannya sebagai berikut:
1) Tidak disebutkannya hukum rajam dalam Al-Qur’an bukan berarti tidak
disyariatkan. Banyak ketentuan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an,
tetapi diuraikan secara jelas di dalam Hadis. Bahwasannya Allah
senantiasa menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rosulullah dan
melaksanakan semua perintahnya.
Dengan demikian, bagaimana mereka dapat beranggapan bahwa hukuman
rajam tidak disyariatkan oleh Islam, padahal Rasulullah pernah
melaksanakannya bersama para sahabat.39
2) Argument yang diuraikan kaum Khawarij sebelumnya tentang ketidak
mungkinan hukuman rajam bagi hamba sahanya, sebetulnya yang
dimaksud Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa (4):25 adalah masalah
hukuman cambuk bagi hamba sahaya yang jumlahnya setengah dari
hukuman cambuk bagi pezina yang merdeka, adapun megenai rajam,
Allah pasti sudah mengetahui hukuman itu tidak mungkin dibagi dua,
maka hamba sahaya yang berzina harus dirajam sampai setengah mati.
3) Pendapat kaum Khawarij tentang pengkhususan hukuman rajam dari ayat
tentang zina yang bertentangan dengan Al-Qur’an merupakan kesalahan
atau tindakan yang kurang tepat, karena masih banyak ayat-ayat dalam Al-
38Muhammad Ali Al-Shabuni, Rawa’i Al-Bayan fi Tafsir Al-Ahkam min Al-Qur’an, Jilid II,
dalam Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, h.24.
39 Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani Al-San’ani, Subul Al-Salam, Jilid IV, dalam Nurul Irfan
dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, eds.I, h.25.
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Qur’an yang harus ditakhsis dengan hadist nabi, misalnya masalah nisab
zakat, batasan minimal mencuri agar dapat dihukum potong tangan.
b. Sanksi  Cambuk dan Pengasingan
Berbeda dengan rajam yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam Al-
Qur’an, sanki cambuk justru dijelaskan secara gamblang bagi pelaku jarimah
zina ghairu muhsin. Adapula hadist  yang menerangkan dan membetulkan
tentang berlakunya sanki pengasingan bagi pezina ghairu muhsan.
Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku zina ghairu
muhsan adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan. Adapun jangka waktu
lama pengasingan ulama berbeda pendapat. Adapun perbedaan pendapat itu
akan diuraikan sebagai berikut:
1) Mazhab Maliki
Ulama Mazhab Maliki berpedapat bahwasannya pelaku jarimah zina
ghairu muhsan harus di asingkan setelah dicambuk sebanyak seratus kali,
lamanya pengasingan ini selama 1 tahun di tempat yang jauh dari
kampung halamannya dan terpencil.
2) Mashab Syafi’i dan Hambali
Menurut kedua mashab ini pelaku jarimah zina ghairu muhsan harus
dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan ke tempat yang jauh.
Dengan demikian, mereka akan merasakan  sengsara hidup jau dari
kerabat dan tanah airnya.
3) Mashab Hanafi
Mashab Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi pezinah ghairu muhsan
yang berupa cambuk seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampur
adukkan. Sebab, hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan
dalam Surah Al-Nur ayat 2. Kalau hukuman pengasingan juga
diberlakukan, berarti melakukan penambahan terhadap nash. Adapun
sanksi pengasingan hanya ditetapkan oleh hadis ahad dimana hadis
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tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina
ghairu muhsan.
Sementara itu dalam KUHP tidak mengenal istilah zina muhsan dan tidak
mengenal zina ghairu muhsan. Pada Pasal 284, yang dimaksud dengan zina adalah
pelaku yang sudah terikat tali pernikahan secara sah, seperti kasus perselingkuhan
yang terjadi dalam rumah tangga dan termasuk dalam delik aduan, jadi disamping
KUHP tidak mengenal istilah zina ghairu muhsan, didalamnya juga terdapat
pengertian bahwasannya selama para pelaku suami atau istri yang tetap merasa aman
dalam delik perzinaan yang dilakukan pasangannya. Sehingga pelaku tidak dapat
dituntut karena tidak diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Dalam hal ini Abadul Malik mengemukakan:
“Apabila seorang laki-laki yang mempunyai istri melakukan hubungan seksual
(bersetubuh) dengan perempuan lain tetapi si istri tidak keberatan, maka KUHP
tidak akan diberlakukan pada suami. Begitu pula apabila seorang perempuan
yang mempunyai suami bersetubuh dengan laki-laki lain tetapi suami tidak
keberatan, maka si istri juga tidak akan dikenakan hukuman oleh KUHP.
Jadi, apabila suami tidak keberatan istrinya berselingkuh (berzina) dengan laki-
laki lain atau si istri tidak keberatan suaminya berselingkuh (berzina) dengan
perempuan lain dengan motif hawa nafsu, imbalan materiil, atau lainnya; maka
perbuatan zina tersebut bukan perbutan buruk yang (perlu) dilarang dalam
KUHP.
Apabila suami merasa malu mengadukan istrinya atau istri merasa malu
mengadukan suaminya yang melakukan perselingkuhan kepada aparat penegak
hukum, maka sudah barang tentu perbuatan zina tersebut tidak akan diproses.
Dengan demikian, perbuatan zina yang dilakukan seorang suami atau istri dapat
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berjalan terus. Jadi, Pasal 284 KUHP ini tidak akan berfungsi untuk mencegah
terjadinya perbuatan zina dalam masyarakat, dan bahkan memberi peluang”.40
Banyaknya kasus MBA (Married By Anccident) yang terjadi dimasyarakat
dan telah menjadi rahasia umum boleh jadi, karena akibat rumusan KUHP apabila
hubungan diluar nikah atas dasar mau sama mau atau suka sama suka yang menjadi
penyebab pasangan yang belum terikat pernikahan tidak disvbut sebagai pezina atau
perbuatan zina.
6. Alat Bukti untuk Menetapkan Zina
Para ulama sepakat bahwa zina ditetapkan berdasarkan pengakuan dan
kesaksian. Adapun uraiannya sebagai berikut:
a. Pengakuan
Perihat masalah pengakuan para ulama berbeda pendapat akan dua hal.
pertama tentang bilangan pengakuan yang menuntut dijatuhkannya hukuman.
Kedua, apakah pengakuan tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan
sebelum pelaksanaan hukuman.
Pertama tentang bilangan pengakuan, menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i,
satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini
juga dikemukakan oleh Daud, Abu Tsaur, Ath-Thabari dan sebagian ulama
yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah berikut muridnya dan Ibnu Abu Laila,
hukum baru bisa dijatuhkan karena ada pengakuan empat kali yang
diungkapkan satu persatu. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam Ahmad
dan Ishaq. Imam Abu Hanifah berikut murid-muritnya menambahkan,
pengakuan empat kali itu tidak diungkapkan disatu tempat.41
40 Muhammad Abdul Malik, Perilaku zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP, dalam Nurul
Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, eds, h.39
41 Ibnu Rusyh, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, h1110.
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Para ulama sepakat, jika seseorang mengaku melakukan perbuatan zina,
kemudin dia menarik lagi pengakuannya maka penarikannya ini bisa diterima.
Kecuali menurut pendapat Ibnu Abu Laila dan Utsman Al-Batti yang
menolaknya. Dalam halini Imam Malik membedakan masalahnya. Kalau
penarikan itu karena tidak yakin dengan pengakuan sebelumnya, maka bisa
diterima. Tetapi kalau buka karena alasan tersebut, Imam Malik memiliki dua
versi pendapat. Pertama, ini pendapat yang populer, bisa diterima. Kedua,
ditolak. Menurut mayoritas ulama, menarik kembali pengakuan adalah
berdasarkan pernyataan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam beberapa kali
kepada Ma’iz dan juga kepada lainnya dengan harapan ia mau menarik
kembali pengakuannya. Oleh karena itulah bagi ulama-ulama yang
menganggap bahwa menarik kembali pengakuannya tidak menggugurkan
hukuman hadd.
b. Kesaksian
Para ulama sepakat bahwasannya perbuatan zina dapat ditetapkan berdasarkan
keterangan para saksi. Berbeda dengan perkara ini, penetapan perbutan zina
harus dengan keterangan empat orang saksi.
Para ulama sepakat bahwa salah satu syarat saksi itu harus adil, mereka
melihat dengan mata kepala sendiri saat terjadi penetrasi, dan diucapkan
dengan perkataan yang jelas, bukan dengan perkataan sindiran. Ulama juga
sepakat diantara syarat-syarat kesaksian yang lain harus sama soal waktu
maupun tempatnya. Kecuali pendapat Imam Abu Hanifah tentang istilah
zawayah atau sudut-sudutyang cukup terkenal, yakni bahwa masing-masing
dari keempat saksi tersebut harus menyaksikan hubungan seks secara
langsung oleh pihak yang dituduh melakukan hubungan perzinaan tersebut
disuatu tempat atau sudut tertentu. Kesaksian mereka ditolak kalau keterangan
tentang tempatnya oleh saksi satu berbeda dengan keterangan saksi yang lain.
Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, hal tersebut masih dapat ditolerir.
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Silang pendapat ini karena persoalan, apakah kesaksian akan tempat yang
dilakukan untuk persetubuhan yang berbeda-beda dapat disatukan atau tidak,
sebagaimana kesaksian tentang waktunya. Para ulama sepakat bahwa hal itu
tidak boleh. Padahal tempat itu identik dengan waktu. Disini tampak
bahwasannya syariat itu sangat amat berhati-hati dalam menetapkan hukuman
zina dari pada hukuman untuk perkara yang lain.
Sedangkan dalam KUHP masih dalam Pasal 284 menjelaskan dan
menguraikan masalah zina sebagai berikut:
Pasal 284
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
(1) a. Seorang   pria   yang   sudah  kawin yang   melakukan   gendak
(overspel), padahal diketakui bahwa Pasal 27 Bwberlaku baginya;
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak,
padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
(2)  a.  Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padaha
diketahui yang turut bersalah telah kawin:
b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan
perbuatan itu, padahal diketakui olehnya bahwa yang turut bersalah
telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang
tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang
waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan
ranjang karena alasan itu juga.
3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 27,37, dan 75.
4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang
pengadilan belum dimulai.
5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW,pengaduan tidak diindahkan
selama perkawina belum diputuskan karena perceraian atau sebelum
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1.  Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research dalam 
mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan  bersumber dari hasil 
wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses kewarisan anak yang lahir 
akibat hubungan perzinaan.  
2. Lokasi Penelitian 
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di 
Pengadilan Agama Polewali Kelas IB karena pengadilan tersebut mempunyai 
wewenang menangani perkara kewarisan. Selain itu, Pengadilan Agama Polewali 
Kelas IB memudahkan penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan 
informasi demi terpenuhinya  tujuan penelitian penulis. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Normatif dan Yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang 
berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur’an, hadis, 
maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan status kewarisan anak yang lahir 
akibat hubungan perzinaan. Pendekatan yuridis berupa perundang-undangan dan 
peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer1 
                                                          
1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan 
Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 




Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian 2, di 
antaranya adalah KHI, KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya terdapat Pasal-pasal yang 
terkait denganStatus Kewarisan Anak yang Lahir Akibat Hubungan 
Perzinaan.  
2.   Data Sekunder3 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. 
3.   Data Tersier 
   Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 




D. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka 
penulis melakukan pengumpulan data dengan cara yakni melalui metode 
penelitian kepustakaan (field research). 
1. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 
mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Polewali  Kelas I B, 
Dalam hal ini pengamatan langsung, baik berupa rekaman dan gambar.  
                                                          
2Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105. 
3Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-





2. Interview  
Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioer lisan 
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 
informasi dari narasumber. Dalam hal ini peneliti akan melakukan 
wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 
Polewali IB guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan kewarisan Anak Hasil Perzinaan. 
3. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam 
bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen 
yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. 
Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. 
Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari 
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting 
yang berkaitan dengan kewarisan, seperti laporan perkara yang masuk dan 
diputus tahunan, dan lain sebagainya. 
 
E. Instrumen Penelitian 
 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji 
validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur 




Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 
atas temuannya.4 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang 
bagaimana Status Kewarisan Anak Yang Lahir Akibat Hubungan Perzinaan 
Perspektif KHI Dan Kuhperdata Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. 
Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Pedoman 
Wawancara yaitu Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh 
data atau informasi. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan 
wawancara tertulis dengan para hakim di Pengadilan Agama Polewali  Kelas 1B 
dan para kepala KUA di Kec. Polewali dan Wonomulyo. Selain dari pada itu 
peneliti juga memerlukan kamera, alat perekam suara (handphone), serta alat tulis 
menulis seperti pulpen dan buku dalam melaksanakan penelitian ini. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara  kualitatif 
terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur 
pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat 
umum. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Polewali kelas IB dan bahan-
bahan yang dibutuhkan tentang prosedur kewaris dideskripsikan, dianalisis, dan 
disimpulkan  secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi 
ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan 
rujukan dalam menyelesaikan permasalahn hukum yang menjadi objek penelitian. 
                                                          
4Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 





G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka 
peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 
ditemukan itu salah atau tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data 
yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan 
kredibilitas data.  
2. Menggunakan bahan referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai  
contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman 
wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat 
dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman 








ANAK YANG LAHIR AKIBAT HUBUNGAN ZINA DAN STATUS 
KEWARISANNYA MENURUT KHI DAN KUHPerdata  
DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS 1B  
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B 
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Polewali 
Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali merupakan suatu kesatuan 
dengan terbentuknya pengadilan diluar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. 
Atas usul dan desakan umat Islam diberbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan 
UNDANG-UNDANG darurat Nomor. 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan 
pengakuan eksistensi Peradilan Negeri, termasuk Peradilan Agama. Namun 
UNDANG-UNDANG ini belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama 
sehingga pemerintah mengeluarkan  PP Nomor. 45 Tahun 1957. Peraturan inilah 
yang menjadi dasar terbentuknya Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura yang 
kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Agama Nomor. 23 Tahun 1960 
yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di 
Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama 
Polewali. 
Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim 
sarana dan prasarana dan SDM. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara 
resmi memiliki kantor permanen yang terletak di jalan Cendrawasi, Pekkabata, 
Kecamatan Polewali. 
Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya 
Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang semakin 
jelas tugas dan kewenangannya, akan tetapi kantor Pengadilan Agama di jalan 
Cendrawasi dirasa sempit dan tidak memadai maka kantor Pengadilan Agama di 




Pada bulan Oktober 2012 Pengadilan Agama Polewali di bangun sesuai 
dengan bentuk propotipe Mahkamah Agung, gedung tersebut terbilang indah di 
Kabupaten Polewali Mandar. 
Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Polewali yaitu: 
1) Peraturan Pemerintah RI Nomormor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan 
Peraturan tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura. 
2) Penetapan Menteri Agama RI Nomormor 45 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Maluku, dan Irian Barat.  
 
2. Visi dan Misi Pengadilan Polewali  
Visi 
Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang bersih, bermartabat dan 
berwibawa  menuju Pengadilan Agama yang Agung. 
Misi 
1. Mewujudkan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 
transparan. 
2. Meningkatkan  kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka 
peningkatan pelayanan pada masyarakat. 
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 
4. Melaksanakan tertib administrasi dan managemen Peradilan yang efektif 
dan efisien. 
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan 






3. Wilayah Yuridiksi 
Kabupaten Polewali Mandar (Polman) 
 
Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi 
Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Polewali, kemudian Polewali Mandar 




















































B. Status Anak Hasil Perzinaan menurut KHI dan KUHPerdata di Pengadilan 
Agama Polewali Kelas 1B 
1. Anak Zina dalam Perkawinan di Pengadilan Agama Polewali Kelas 
1B 
Anak hasil zina adalah anak yang lahir akibat hubungan, bukan hubungan 
perkawinan yang sah secara agama Islam.1 
Anak hasil zina dalam perkawinan adalah anak hasil hubungan perzinaan yang 
terlahir akibat suatu  perkawinan yang sah, dalam Hukum Islam kurun waktu lahirnya 
anak tersesut adalah 6 (bulan) dari usia perkawinan.2 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Bab IX Kedudukan Anak Pasal 42, 
43, dan 44 menyebutkan: 
Pasal 42 
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah. 
Pasal 43  
1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
2. Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam 
peraturan pemerintah. 
 
                                                          
1 Drs. H. Sudiarto, M.Pd.i. Kepala KUA Kec. Polewali, Wawancara, tanggal 09 Oktober 
2018. 







1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya 
bilamana dia bisa membuktikan bahwa istrinya pernah berzina dan anak itu 
akibat dari perzinaan itu. 
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan 
pihak yang berkepentingan.3 
Dalam ketentuan hukum perdata sendiri terkait masalah anak digolongkan 
menjadi 3, yaitu:  
a. Anak sah, yaitu yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan; 
b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan ibunya. 
Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu; 
c. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan tidak diakui oleh ayah maupun 
ibunya, menurut hukum anak tersebut tidak punya ibu. 
KHI Pasal 99 
Anak yang sah adalah: 
1. Anak yang dialahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri 
tersebut. 4 
Sebagaimana diuraikan pada pasal-pasal diatas bahwa anak hasil zina 
memiliki kedudukan atau status dimata hukum dan memiliki hak untuk diakui oleh 
                                                          
3 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor1. Tahun 1974,  bab IX, Pasal 42-43, h.446. 
4 Republik Indonesia, “Inpres Nomor. 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam” dalam 





ayahnya serta memiliki hak untuk memperoleh nafkah atau kebutuhan hidup dari 
sang ayah bahkan berhak atas perlindungan kehidupan dari ayah biologisnya, apabila 
anak zina tersebut diakui atau dapat membuktikan secara sah atau rasional atas 
hubungan biologisnya dengan sang ayah. 
Sedangkan penjelasan anak dalam KUHPerdata adalah sebagai berikut: 
a. Anak luar perkawinan yang diakui 
Adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan 
hubungan biologis dengan seorang lelaki di luar ikatan perkawinan, tetapi 
kemudian diakui oleh lelaki tersebut sebagai anaknya. Dasar pengakuan ini 
terdapat pada Pasal 280 KUHPerdata bahwa: 
“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, 
timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.5  
b. Anak yang disahkan 
Anak yang dilahirkan sebelum kedua orang tuanya melakukan 
perkawinan secara sah, tetapi pada akhirnya keduanya melakukan perkawinan 
secara sah. Sementara anak ini adalah anak luar perkawinan baru diakui dan 
baru menjadi anak yang disahkan apabila kedua orang tuanya kawin sah 
antara satu sama lain.6 
Sedangkan anak di luar perkawinan dalam KHI, seperti telah dijelaskan 
sebelumnya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sedangkan 
perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang 
menyetubuhinya. Pengertian luar kawin adalah hubungan yang tidak diketahui 
                                                          
5 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bagian tiga, Pasal 280. h. 80. 





seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, 
sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah 
menurut hukum positif dan hukum agama yang dipeluknya. Dari defenisi 
yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak yang lahir diluar 
perkawinan adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut 
agama dan peraturan hukum yang berlaku. 
Para ulama telah sepakat bahwa “seorang anak di luar perkawinan tidak 
dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah, kalau anak itu 
dilahirkan kurang dari waktu enam bukan setelah akad perkawinan sebab 
menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendek antara kelahiran anak 
dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Berarti jika ada anak yang terlahir 
pada kurun waktu kurang dari enam bulan setelah orang tuanya akad nikah 
maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya sebagai anak yang 
sah.7 
Dalam Hukum Islam anak luar perkawinan atau anak zina adalah 
sebagai berikut: 
1. Anak yang dilahirkan akibat hubungan zina disebut anak di luar 
kawin, zina yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum 
pernah menikah, mereka berstatus perjaka dan perawan,hukum 
Islam tidak menganggap bahwa zina Ghairu muhson sebagai 
perbuatan biasa, tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang 
harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya 
berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati sedangkan yang 
ghairu muhson dicambuk sebanyak 100 kali.    
                                                          





2. Anak mula’anah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di 
li’an suaminya. Kedudukan anak mula’anah ini hukumanya sama 
saja dengan anak zina, dan tidak mengikuti nasab ayah akan tetapi 
mengikut nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini juga berlaku 
dalam hukum waris, perkawinan dan yang lainnya.  
3. Anak syubhat, keduanya tidak ada hubungan nasab dengan lelaki 
yang menggauli ibunya, kecuali kalau lelaki itu mengakuinya. 
Hukum Islam membedakan syubhat menjadi dua bentuk,  yaitu: 
a) Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan. 
Adalah hubungan seksual yang dilakukan karena satu 
kesalahan, misalnya adalah salah kamar, suami menyangka 
yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah wanita 
lain. Dan kemudian terjadilah hubungan seksual dan 
menyebabkan hamil serta mengakibatkan lahirnya seorang anak 
zina atau luar kawin. 
b) Anak syubhat hukum. 
Yaitu anak yang dilahirkan dari sebuah akad, misalnya seorang 
lelaki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita 
yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau 
saudara persusuan yang dinikahi.8 
Dari gambaran di atas sebagaimana anak hasil hubungan zina hanya memiliki 
hubungan keperdataan dari pihak ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga hal ini 
tidak dapat status pengakuan anak dari bapak biologis anak tersebut. Akan tetapi anak 
zina bias memiliki status biologis dengan ayahnya apabila ayah tersebut mengakui 
secara sah anak tersebut. 
Kenyataan yang ada di tengah masyarakat banyaknya ketidak pamahan 
tentang status anak  zina ini,  dimata masyarakat semua anak itu sama dan haknya 
                                                          
8 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau 




pun sama, jangankan masalah anak hasil zina yang sangat sensitif masalah taharah 
yang mendasar  saja masih banyak masyarakat yang belum paham. Anak zina hanya 
memiliki hak dan status dari ibunya itu yang dijelaskan dalam fikih.9  
Secara yuridis, yang dimaksud dengan anak sah adalah pertama, anak yang 
dilahirkan dalam perkawinan yang sah; kedua, anak yang dilahirkan akibat 
perkawinan yang sah. Oleh karena itu anak atau status anak tidak bisa dilepaskan dari 
suatu perkawinan yang sah. 
Kesahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan, dan 
tanggung jawab anak dalam keluarga. Mengenai kedudukan hukum anak diatur di 
dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Dalam hal ini perlu diketahui Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang 
Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang 
tidak sah. Keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga. 
Ketentuan dalam pasal 42  Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 
akibat perkawinan yang sah, ini berarti anak yang sah itu meliputi: 
a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang 
dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin 
hamil; 
b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak 
yang dilahirkan sesudah perkawinan dilakukan tetapi orang tuanya bercerai. 
Pengertian anak yang sah ini hendaknya termasuk pula anak-anak yang 
dilahirkan dari hasil pembuahan suami istri yang menikah secara sah dengan 
suaminya. 
                                                          





Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum masing-masing dalam agamanya dan kepercaannya itu, dengan kata 
lain perkawinan yang tidak sah menurut hukum masing-masing dalam agama dan 
kepercayaannya itu merupakan perkawinan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan 
peraturan yang ada, sehingga anak-anak yang dilahirkannya pun tidak sah pula. 
Anak-anak yang sah itu dengan sendirinya mempunyai hubungan hukum dengan 
orang tua mereka. Orang tua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban kepada 
anak-anaknya dan demikian pula anak-anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap 
orang tuannya.10 
 
2. Eksistensi dan Pengakuan Anak Hasil Zina di Pengadilan Agama 
Polewalia  
Berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPerdata, seorang anak luar kawin akan 
memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila diakui secara sah. 
Dengan demikian, maka ia akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak 
ataupun ibu biologisnya.  Sekalipun di Pengadilan Agama yang menjadi landasan 
adalah KHI akan tetapi hal di atas tidak bertentanga dengan KHI Pasal 99 dan Pasal 
100.11 
Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam 
KUHPerdata dinyatakan secara tegas bahwa anak tidak sah adalah anak yang 
dilahirkan setelah 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan dibubarkan. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal istilah anak luar kawin. Istilah anak 
luar kawin (Erkent Natuurlijke Kind) dijumpai dalam KUHPerdata Bab XII Bagian 
                                                          
10 Drs. H. Muchtar,  M.H. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Wawancara, tanggal  11 
Oktober 2018. 
11
  Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Wawancara, tanggal 




Kedua. Sebutan lain untuk anak luar kawin adalah  anak wajar selain itu dikenal juga 
istilah anak zina dan anak sumbang. 
Anak luar kawin dapat diartikan 3 (tiga) golongan, sebagai berikut: 
a. Anak zina, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan antara seorang 
lelaki dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan 
perkawinan lain; 
b. Anak sumbang, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria 
dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan 
melakukan perkawinan antara satu sama lain; 
c. Anak alami, adalah anak yang dilahirkan di luar  perkawinan, akan tetapi 
kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawinan lain. 
Dalam KUHPerdata, mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau 
anak luar kawin, mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Lembaga 
pengakuan anak di atur dalam Pasal 280 KUHPerdata yang mengatakan bahwa 
dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan 
perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya. Dalam UU Perkawinan dijelaskan 
bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang 
mengakui anak tersebut?. Jika di cermati pada Pasal 41 UU Perkawinan, maka tidak 
akan terjadi pengakuan itu dilakukan oleh seorang ibu, pengakuan itu berasa atau 
harus dari ayah karena secara otomatis anak zina atau anak luar kawin itu telah 
memiliki hubungan biologis atau hubungan keperdataan dengan ibunya tepat sejak 
anak itu dilahirkan. 
 Pada dasarnya, anak yang terlahir akibat hubungan perzinaan (overspel) tidak 
mungkin untuk diakui. Dalam hal tertentu, pengakuan pengecualian ini hanya dapat 
dimungkinkan dengan adanya dispensasi dari Presiden. Lembaga pengesahan anak 




KUHPerdata. Dalam Pasal 272 KUHPerdata, pengesahan dilakukan dengan 
pernikahan orang tua, sedangkan di dalam Pasal 274 KUHPerdata, pengesahan 
dilakukan dengan surat pengesahan Presiden dengan mendengar nasehat Mahkamah 
Agung. 
Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan kedudukan anak luar kawin atau anak zina demi hukum memiliki 
hubungan keperdatan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam 
pasal 43 ayat (1). Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar 
kawin akan diatur lebih lanjut  dalam suatu peraturan pemerintah. Dengan demikian, 
berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara 
seorang anak luar kawin atau anak zina dengan orang tuanya. 
Ada 2 (dua) jenis pengakuan terhadap anak zina atau anak luar kawin yaitu, 
sebagai berikut: 
a. Pengakuan Sukarela, adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seorang 
dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, bahwa benar ayah dan 
ibu ini adalah orang tua dari anak yang telah dilahirkannya. Karena adanya 
pengakuan ini maka timbullah hubungan keperdataan antara si anak dan si 
bapak seperti yang telah diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata. 
Pengakuan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan pada 
Pasal 281 KUHPerdata, yaitu: 
1) Dalam akta kelahiran si anak, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHPerdata, 
untuk dapat mengakui anak luar kawin bapak atau ibunya dan/atau 
kuasanya berdasarkan kuasa autentik harus menghadap dihadapan 





2) Pengakuan anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan 
orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) jo Pasal 272 KUHPerdata, 
pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang 
anak sah; 
3) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta autentik, 
seperti akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) 
KUHPerdata; 
4) Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan 
dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdata. 
b. Pengakuan Paksaan, adalah dengan cara si anak yang terlahir diluar 
perkawinan ini mengajukan gugatan terhadap ayah dan ibunya ke Pengadilan 
Negeri, agar anak luar kawin itu dapat diakui sebagai anak dari ayah dan/atau 
ibunya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 289 
KUHPerdata. 
 
3.   Status Hukum Anak Hasil Zina 
Dalam hukum adat, apabila ada seorang istri melahirkan anak sebagai akibat 
dari hubungan gelap dengan lelaki lain selain suaminya, maka si suami menjadi ayah 
dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang 
dapat diterima oleh masyarakat Hukum Adat, untuk menolak. 
Di dalam hukum adat, tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam Hukum 
Islam yang menerapkan waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah menikah, 
sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah. Anak yang 




wanita yang melahirkan tadi, apabila kelahirannya terjadi dalam batas waktu 
mengandung. 
Terkait anak-anak di luar perkawinan, Hukum Adat di berbagai daerah tidak 
mempunyai pandangan yang sama, akan tetapi pada dasarnya hal itu tercela dan 
Hukum Adat mempunyai berbagai cara untuk mengatasi hal itu. Pertama ada lembaga 
kawin paksa (seperti di sumatra dan bali) dimana seorang lelaki yang menyebabkan 
kehamilan seorang wanita, dipaksa untuk mengawininya dan terhadapnya dapat 
dijatuhkan Hukuman Adat, apabiala hal itu tidak dapat dipatuhinya. 
Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan 
menurut hukum dengan yang menikahinya. Oleh karena itu menurut Hukum Islam, 
anak luar kawin tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh ayahnya (ayah alaminya). 
Anak-anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi, si anak 
tetap memiliki ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan 
pengertian bawa seorang anak dan  ibu itu ada hubungan hukum dan sama halnya 
dengan anak sah yang mempunyai ayah. 
Hukum perdata menjelaskan bahwasannya ada tiga status pada anak luar 
nikah, yaitu: 
a. Anak di luar perkawinan yang belum diakui oleh kedua orang tuanya; 
b. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang 
tuanya; 
c. Anak di luar perkawinan yang menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang 
tuanya melakukan perkawinan yang sah. 
Staus hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam 
bidang Hukum Perkawinan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 




dinyatakan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
Pasal tersebut menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan pertalian keluarganya dengan akibat-akibatnya. 
Sebaliknya, anak yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan 
keluarga ayahnya.     
 
C. Hukum Kewarisan Anak Hasil Perzinaan menurut KHI dan KUHPerdata di 
Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B 
1. Anak Hasil Perzinaan dalam Hal Kewarisan di Pengadilan Agama 
Polewali Kelas 1B 
Komplikasi Hukum Islam pada Pasal 186 menyebutkan bahwa “anak yang 
lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya 
dan keluarga dari pihak ibunya”. Jika pasal ini ditelaah yang dimaksud anak yang 
lahir di luar perkawinan berarti anak yang terlahir sebelum adanya ikatan perkawinan 
yang sah, lalu bagaimana dengan anak zina yang terlahir dalam ikatan perkawinan 
yang sah? Atau anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui secara biologis oleh 
ayahnya, apakah anak-anak dalam kategori ini berhak menjadi ahli waris dan 
memiliki kedudukan dalam kewarisan? 
Hukum Islam menjelaskan salah satu cara seseorang dapat menjadi ahli waris 
yaitu dengan pertalian nasab. Pada zaman dahulu di masa ulama salah satu cara yang 
digunakan untuk menentukan pertalian nasab dengan cara qafah, menurut orang-
orang arab qafah adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan/pengetahuan 
tentang bagian-bagian tubuh manusia yang mempunyai kemiripan, orang perorang. 
Qafah tersebut pada zaman sekarang ini sama dengan tes DNA yang tujuannya sama 




Dalam hukum Islam ada penetapan jangka waktu kelahiran anak agar dapat 
dijatuhkan nasab kepada ayahnya, akan tetapi penetapan waktu kelahiran ini terjadi 
perbedaan pendapat dikalangan ulama-ulama fiqh. Menurut Imam Malik, yakni lima 
tahun. Tetapi menurut pengikutnya tujuh tahun. Menurut Imam Syafi’i, empat tahun. 
Menurut ulama-ulama ahli  fiqh kufah, dua tahun. Menurut Muhammad bin Abdul 
Hakim, satu tahun. Dan menurut Abu Daud, enam bulan. 
  Sebelum dibahas lebih jauh tentang kewarisan anak hasil zina ini, terlebih 
dahulu akan dibahas defenisi anak hasil zina. Anak Hasil Hubungan Perzinaan adalah 
anak yang dibuahi antara seorang pria dengan wanita yang bukan suami istri sebelum 
adanya ikatan perkawinan dan anak tersebut lahir baik di dalam ataupun di luar 
perkawinan yang sah, itu adalah defenisi anak hasil zina menurut Ir. Rasyid Ridha 
Syahide, S.H. Hakim di Pengadilan Agama Polewali. Dari uraian defenisi tersebut 
telah jelas bahwasannya anak hasil zina tersebut bisa berada di dalam dan di luar 
lingkup perkawinan. 
Hak kewarisan anak yang lahir akibat hubungan perzinaan ini tentu saja ada, 
akan tetapi memiliki banyak perbedaan dari hak kewarisan anak yang lahir secara 
sah.  
Setiap anak yang diterlahir di dunia memiliki hak yang sama satu sama lain 
dan orang tua memiliki kewajiban yang sama pada setiap anaknya yaitu memberikan 
perlindungan dan nafkah, sama halnya masalah kewarisan ini. Setiap anak berhak 
memperoleh warisan dari orang tuanya, lalu bagaimana dengan anak hasil perzinaan? 
Bila kita lihat sejarah atau sebab kelahiran anak zina yang diakibatkan karena adanya 
hubungan sanggama yang dilarang oleh agama maka kita katakan tidak boleh 
mendapatkan warisan, lalu timbul pertanyaan apakah anak tersebut yang berbuat 
zina? Apakah anak tersebut yang membuat dosa atau kesalahan? Bukan akan tetapi 
orang tuanya, lalu kenapa anak tersebut yang harus menanggung konsekuensi atau 




rasa jera akan tetapi bukan pelaku yang diberikan pembebanan hukuman akan tetapi 
anak yang notabennya tidak mengetahui apapun tentang akibat kelahirannya. 
Panitera Pengadilan Agama Polewali menyatakan bahwasannya perkara-
perkara tentang kewarisan dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2018 
berjumlah 41 perkara dan 20 perkara yang berhasil diputus. Akan tetapi perkara-
perkara tersebut tidak ada yang terkait tentang kewarisan anak hasil zina, akan tetapi 
dimasyarakat perkara seperti ini sudah dianggap biasa karena sangking seringnya 
terjadi. 
Al-Qur’an adalah teks yang telah tersusun rapih dan telah mengelasifikasikan 
tentang beraneka hal yaitu: 
a. Pokok-pokok akidah, seperti iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
kitab-kitab suci-Nya, para rasul-Nya, dan hari kemudian. 
b. Rukun-rukun Islam yang lima: membaca dua kalimat syahadat, 
melaksanakan shalat lima kali sehari, membayar zakat, puasa bulan 
ramadhan, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. 
c. Perbuatan-perbuatan terkutuk yang diyakini pelanggarannya oleh teks 
ajaran. Seperti sihir, pembunuhan, zina, pencurian, pengadu domba, 
penggunjing sesama, dan lain-lain. 
d. Perbuatan-perbuatan terpuji yang digariskan oleh ajarab sebagai cabang 
iman. Seperti berprilaku jujur, terpercaya (amanah), menjaga harga diri, 
sabar, menepati janji, serta jenis-jenis perangai baik (al-akhlaq al-
karimah) yang lain dalam Islam.  
e. Jenis-jenis ajaran lain dalam Islam yang pengaturannya telah dibakukan 
oleh nash qath’i. Seperti tata cara akad nikah, talak, rujuk, dan lain-lain.12 
 Seperti yang telah diuraikan di atas akan hal-hal yang telah ditetapkan dalam 
Al-qur’an baik tentang Rukun Iman, Rukun Islam, Perbuatan terpuji, Perbuatan 
terkutuk dan jenis-jenis ajaran lain. Akan tetapi tidak ada satupun yang menjelaskan 
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masalah dosa jariyah. Sebelum membahas tentang dosa jariyah maka akan dibahas 
terlebih dahulu tentang amal jariyah, amal jariyah tentu saja sudah sering kita dengar 
dikeseharian kita yang memiliki maksud perbuatan baik yang dilakukan seseorang 
dan bernilaikan pahala walaupun orang tersebut telah meninggal dunia akan tetapi 
pahalannya akan terus mengalir contoh orang yang membangun Masjid, Sekolah dan 
lain sebagainnya. Lantas apakah defenisi  dosa jariyah? Dalam Islam sendiri tidak 
dikenal dengan istilah dosa jariyah karena sesungguhnya Allah itu maha pemaaf bagi 
setiap hamba-Nya yang hendak memohon ampunan, jadi dalam hal ini anak yang 
lahir akibat perzinahan sesungguhya tidak mewarisi dosa dari orang tuannya dan tetap 
memiliki fitrah atau hakekat kesucian yang sama seperti anak sah yang lain. 
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUNDANG-
UNDANG-VII/2010 pada tanggal 17 Februari kesimpulannya bahwa, ”Anak yang 
lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknomorlogi dan/ atau alat bukti lain berdasarkan hukum 
mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya”. 
Putusan Mahkama Konstisusi tersebut menimbulkan banyak perbedaan pendapat 
dikalang ahli hukum maupun ahli agama. Adapun bagian yang sangat kontroversial 
tersebut adalah mengenai hak bagian warisan dari anak yang lahir diluar perkawinan 
atau yang biasa disebut anak hasil zina13. 
Jika dikaji dalam perspektif Hukum Islam, anak zina tidak dapat mewarisi dari 
ayah biologisnya. Hal itu disebabkan karena anak hasil zina tidak memiliki hubungan 
nasab dengan ayah biologisnya (lelaki yang menyebabkan kelahirannya).  
Muhammad Jawad Mugniyah dalam bukunya yang berjudul “Fikih 5 (Lima) 
Mazhab”,  yang mengacu pada mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa antara anak hasil 
zina dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewarisi. Hal itu disebabkan bahwa 
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anak zina tidak memiliki hubungan hukum (hubungan Syar’i) dengan ayah 
biologisnya. Dengan kata lain, anak zina tidak termasuk anak yang syar’i berdasarkan 
ayat Al-qur’an dan hadis-hadis Rasulullah Saw. yang tidak  diragukan 
kebenarannya.14 
Dalam ketentuan Pasal 862 KUHPerdata, bahwa anak luar kawin yang telah 
diakui oleh ayah biologisnya saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Dalam 
ketentuan pasal tersebut bahwa untuk mendapatkan bagian warisan, anak luar kawin 
harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/UNDANG-UNDANG-VII/2010, keputusan 
MK tersebut mengesampingkan KUHPerdata. Dalam putusannya, “Anak yang 
dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknomorlogi dan/ atau alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga 
ayahnya”. Ketentuan tersebut berarti, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan akan 
mendapatkan bagian hak waris (hubungan keperdataan) selama dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknomorlogi dan/ atau alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan ayahnya, tanpa 
harus mendapatkan pengakuan dari sang ayah si anak (anak hasil zina). 
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam 
hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu antara anak hasil zina 
dan ayah biologisnya pada dasarnya tidak memiliki hubungan keperdataan (dalam 
Islam disebut dengan hubungan nasab), sehingga dalam ilmu kewarisan antara anak 
hasil zina dan ayah biologisnya  tidak memiliki hak waris. Akan tetapi, untuk 
melindungi anak tersebut  MUI mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, yang salah satunya 
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mewajibkan ayah biologisnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sang anak 
dikarenakan untuk melindungi kehidupan anak tersebut. Hal serupa juga tergambar 
dalam putusan MK, yaitu bahwa anak luar kawin (Anak zina) berhak atas hubungan 
keperdataan tidak hanya pada ibunya tetapi juga terhadap ayah dan keluarga ayahnya 
selama dapat dibuktikan secara benar dan rasional, keputusan tersebut guna 
melindungi kehidupan si anak.         
 
2. Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B dan 
Para Kepala KUA Kec. Polewali Mandar tentang Kewarisan Anak 
yang Lahir Akibat Hubungan Perzinaan. 
Kewarisan adalah salah satu hal yang telah diatur dalam Al-Qur’an, baik 
mulai dari siapa yang berhak menerima warisan, berapa kadar yang boleh diterima 
dan sistem dalam pembagian harta waris itu sendiri. Akan tetapi masalah kadar atau 
takaran penerimaan harta warisan tersebut lebih jelas tercantum dalam Fiqh. 
Dalam fiqh sendiri hak kewarisan anak yang lahir akibat perzinaan hanya 
dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabat ibunya saja, akan tetapi dalam 
KUHPerdata anak luar kawin dapat mewarisi harta ayahnya apabila dia diakui secara 
sah dan apabila ayah biologis itu sudah menikah dengan wanita lain kemudian anak 
luar kawin itu menuntut harta warisan kemudian ayah biologisnya ini mengakui 
secara sah maka anak luar kawin ini berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan 
ayahnya apabila tidak ada pihak yang keberatan dalam hal ini anak dan istri 
pewarisyang terikat dalam pernikahan yang sah pada waktu itu. 
Adapun pendapat para Hakim Pengadilan Agama dan Para Kepala KUA Kec. 
Polewali Mandar adalah sebagai berikut: 
a. Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H (Hakim) mengatakan bahwasannya 
Pengadilan Agama menjadikan KHI sebagai pedoman untuk memberikan  




jelas di dalam Al-Qur’an bahwasannya warisan itu wajib untuk dibagikan 
kepada ahli waris sesuai dengan ketetapan yang ada. KHI yang dijadikan 
pedoman dalam Pengadilan Agama sendiri memiliki bab pasal tersendiri 
tentang masalah kewarisan, pada Pasal 100 KHI sendiri membahas 
masalah nasab anak yang lahir akibat perzinaan, bunyi Pasal 100 KHI 
adalah anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika kita tela’ah anak luar 
kawin hanya bernasab dengan ibu dan kerabat ibunya saja, akan tetapi jika 
anak hasil zina terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak 
tersebut berhak atas hak-haknya selama ia diakui secara sah oleh ayah 
biologisnya. Kita disini bukan mempermasalahkan tentang tindakan buruk 
atau tercela yang dilakukan orang tua dimasa lalu yang kita perjuangkan 
itu keadilan, hak si anak hasil zina ini yang mau ditegakkan/ 
diperjuangkan baik dari hak nafkah, hak dilindungi, hak kasih sayang dan 
hak-hak lainnya.15 
b. Drs. H. Muhtar, M.H (Hakim) mengatakan bahwa, anak zina adalah anak 
yang dibuahkan di luar ikatan perkawinan yang sah, anak zina ini 
memiliki kedudukan yang sama, terlahir dengan cara yang sama dan 
memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang terlahir secara sah akan 
tetapi akibat perbuatan orang tuannya yang kurang terpuji menghalangi 
hak-hak tersebut. Di pengadilan Agama sendiri perkara masalah kewarisan 
anak hasil zina belum ada karena masyarakat cenderung menyelesaikan 
masalah seperti ini secara kekeluargaan. Akan tetapi jika nantinya ada 
perkara seperti ini maka yang dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu 
keputusan adalah KHI. Pada Pasal 99, 100 dan 186 KHI membahas 
masalah anak sah, nasab anak luar kawin dan status kewarisan anak luar 
kawin, jika kita saring maknanya maka semua pasal itu memiliki maksud 
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bahwa anak luar kawin itu bisa memperoleh haknya apabia ia diakui 
secara sah oleh ayah biologisnya atau anak hasil zina bisa mendapat 
haknya apabila ia terlahir dalam ikatan perkawinan yang menurut agama 
dan pemerintah sesuai peraturan yang ada.16 
c. Rajman S.HI (Hakim) mengatakan bahwa, faktor-faktor yang 
menyebabkan zina adalah pergaulan bebas, rasa ingin tahu yang tinggi, 
perkembangan teknologi, kurangnya perhatian orang tua dan lain 
sebagainnya. Dimasyarakat sendiri masalah hamil di luar nikah atau nikah 
kala hamil telah menjadi rahasia umum, banyak perkawa yang masuk di 
Pengadilan Agama Polman ini masalah anak di bawaah umur yang 
meminta dispensasi nikah karena umur mereka belum sampai usia 
pcrnikahan yang telah di tetapkan Undang-undang. Pembagian kewarisan 
adalah kewajiban bagi setiap keluarga pewaris untuk membagikan harta 
warisan jika memang pewaris meninggalkan harta warisan untuk 
dibagikan. Terkait masalah kewarisan anak hasil zina menjadi perdebatan 
dikalangan masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainnya akan tetapi jika 
kita lihat dari Pasal-pasal yang ada di KHI dan putusan Mahkamah 
Konstitusi  Nomor 46/UNDANG-UNDANG-VII/2010 dan fatwa MUI 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan 
terhadapnya, dalam hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak hasil 
zina berhak mendapatkan haknya dalam hal hak perlindungan, hak kasih 
sayang,  hak perlindungan dan lain sebagainnya.17 
d. Drs. H. Sudiarto, M. Pd.i (Kepala KUA Polewali) mengatakan bahwa, 
saya bukan hakim yang  faham betul masalah kewarisan akan tetapi saya 
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akan mengeluarkan pendapat saya sesuai dengan apa yang saya dapatkan 
selama bergelut di KUA ini. Mungkin yang akan dibahas terlebih dahulu 
masalah nikah, zina sampai dengan akibat yang ditimbulkan. Pernikahan 
itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Islam, pernikahan yang sah 
itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
agama mulai dari adanya dua orang mempelai ( pria dan wanita), memiliki 
wali, dua orang saksi, mahar dan ada shigat atau ijab kabul. Jika 
pernikahan itu baik otomatis nasab dan hak-hak anak kedepannya   akan 
baik pula. Akan tetapi jika kita membahas masalah zina, zina itu sendiri 
adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah,  jangankan zina perbuatan yang 
mendekati zina saja sudah dilarang dalam Agama Islam. Jadi jika ada 
pemuda dan pemudi yang melakukan zina kemudian hamil lalu menikah 
bagaimanakah hukumnya? Nah masalah seperti ini paling sering terjadi 
dikalangan masyarakat, jika ada problematika seperti ini kita selaku 
pegawai KUA akan tetap menikahkannya kemudian timbul pertanyaan 
bagaimanakah hak kewarisan anak zina tersebut? Hak kewarisannya tentu 
saja telah diatur dalam KHI dan telah ada kadarnya, apalagi anak hasil 
zina ini terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah jadi tentu  saja telah 
ada kejelasan hukum didalamnya. Di Polewali sendiri jika ada kasus 
persengketaan kewarisan masyarakat cenderung menyelesaikannya secara 
kekeluargaan.18 
e. Samiren, S. Ag (Kepala KUA Wonomulyo) berpendapat bahwa, anak 
yang lahir akibat hubungan perzinaan kasus seperti ini telah banyak terjadi 
dimasyarakat, dalam Islam sendiri tentu saja zina dibenci oleh Allah dan 
anak zina tidak mendapatkan warisan dan tidak ada satu ayatpun dalam 
Al-Qur’an yang menjelaskan bahwasannya anak hasil zina itu memiliki 
hak kewarisan dari ayahnya dan berhak untuk bernasab dengan ayahnya, 
                                                          





anak zina itu hanya memiliki hak kewarisan dan nasab dari pihak ibu dan 
keluarga ibunya saja itu sudah jelas. lalu bagaiman dengan hak-hak anak 
hasil zina dari ayah biologisnya itu apakah masi ada? Tentu saja setiap 
anak itu berhak untuk mendapatkan haknya dari orang tuannya baik hak 
nafkah, hak perlindungan, hak kasih sayang, hak pendidikan dan lain-lain. 
Akan tetapi realitasnya dimasyarakat Kec. Wonomulyo sendiri banyak 
kasus seperti ini dan diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak ada pihak 
yang merasa dirugikan dan anak hasil zina tetap mendapatkan hak 
kewarisannya selama pihak lain tidak keberatan dalam pembagian itu, 
dengan catatan anak hasil zina itu terlahir dalam ikatan perkawinan yang 
sah.19        
 
D. Analisis terhadap Status Kewarisan Anak Hasil Perzinaan menurut KHI dan 
KUHPerdata di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B 
Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki 
kedudukan dimata hukum, baik itu anak zina, anak luar kawin dan lain sebagainnya. 
Setiap perbuatan yang pernah kita lakukan di masa lalu tentu saja kita akan menuai 
hasinya di masa depan baik itu perbuatan terpuji ataupun tercela, sama halnya dengan 
perbuatan zina yang telah dilarang dalam agama Islam dan apabila dilakukan maka 
ada hukumannya yang berupa hukuman rajam dan cambuk bahkan diasingkan sesuai 
dengan ketetapannya. 
Perbuatan zina tentu saja adalah perbuatan yang tercela dan berdampak 
kepada anak yang terlahir dari hubungan zina tersebut dampaknya berupa psikis atau 
mendapat cibiran dari lingkungan tempat tinggalnya, kewarisannya hanya dari ibu 
dan keluarga ibunya dan tidak bernasab pada ayahnya. Akan tetapi jika kita kaji lagi 
pada Pasal 100 dan Pasal 186 KHI, dalam Pasal 100 bahwasannya “ anak yang lahir 
di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat 
                                                          





ibunya saja” kemudian pada Pasal 186 bahwasannya “ anak yang lahir di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan 
keluarga dari pihak ibunya”. Dari dua pasal tersebut dapat digaris bawahi 
bahwasannya jika anak lahir di luar kawin, lantas jika anak hasil zina terlahir dalam 
ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut berhak bernasab dan mendapat 
warisan? Tentu saja setiap anak berhak atas haknya karena fitrahnya anak itu suci dan 
tidak ada dosa yang menempel ketika anak itu dilahirkan. 
Kewarisan anak zina ini menjadi problematika, akan tetapi jika kita berpacu 
pada kemaslahatan si anak maka anak berhak mendapat haknya selama ia terlahir 
dalam ikatan tali perkawinan yang sah, kemudia apabila keluarga pewaris dan para 
ahli waris tidak keberatan dengan pembagian harta warisan itu maka tidak ada 
masalah yang harus di perdebatkan lagi. 
Selain dalam KHI,  terdapat pula dalam KUHPerdata pada Pasal 280 dan pada 
Pasal 43, Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membahas 
tentang anak luar kawin pula. Pasal 280 KUHPerdata bahwasannya “ dengan 
pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan 
perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”. Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan ayat 1 bahwasannya “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dan pada 
ayat 2 bahwasannya “ kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur 
dalam peraturan pemerintah”. Bila ditelaah dari ayat 1 dan ayat 2 ada ketidak 
singkronisasian karena ayat 1 pada Pasal 43 menjelaskan anak luar kawin hanya 
memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sedangkan pada ayat 2 Pasal 43 
kedudukan anak luar kawin diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, hal 
tersebut berarti  anak luar kawin memiliki kedudukan dalam hal kewarisan sesuai 
dengan peraturan pemerintah. Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 66 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya ” untuk perkawinan dan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-




diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ordonase 
Perkawinan Indonesia Kristen (Hiiwelijks Ordonnantie Cristen Indonesiers S. 1933 
No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Hiiwelijken S. 
1898 No. 158). Dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan 
sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Dalam Pasal 
66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah jelas 
bahwasannya undang-undang yang terdahulu tetang perkawinan telah dihapuskan dan 
diganti dengan Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang perkawinan, jadi setiap 
orang yang akan melangsungkan pernikahan atau sudah berumah tangga dan 
memiliki perkara baik itu perkawinan secara Islam, Kristen ataupun campuran harus 
patuh pada peraturan pemerintah dalam hal ini Undang-undang. 
Hal yang menjadi point terpenting dari penelitian ini adalah kewarisan anak 
hasil zina itu benar adanya dalam ranah Pengadilan Agama akan tetapi yang menjadi 
catatan terpenting anak hasil zina tersebut harus terlahir dalam ikatan perkawinan 
yang sah sehingga anak tersebut dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya. Yang 
menjadi pertimbangan dalam hal pemutusan perkara seperti ini adalah kemaslahatan 
bagi si anak atau agar si anak mendapatkan hak dari orang tuanya secara utuh tanpa 
ada diskriminasi atau pengecualiaan.  
Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesiapun telah menetapkan 
bahwasannya yang menjadi pertimbangan dalam kewarisan anak hasil zina ini adalah 
penunaian atau pemberian hak-hak anakk yang memang wajib diperoleh dari orang 
tuannya sekalipun anak itu dibuahi dari hubungan zina dan bukan dalam ranah 





Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Secara garis besar eksistensi atau keberadaan anak yang lahir akibat
hubungn perzinaan menurut KHI dan KUHPerdata telah dibahas dalam
Pasal 100 dan 186 KHI,  Pasal 280 KUHPerdata, kemudian Pasal 43 dan
66 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal-pasal
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya anak yang terlahir di luar
kawin atau anak zina memiliki hubungan nasab dan kewarisan dari pihak
ibu dan kerabat ibunya saja akan tetapi jika anak tersebut diakui secara
sah oleh ayahnya maka dia berhak mendapatkan haknya dan nafkah
sebagai seorang anak dari orang tua sahnya tentu saja berdasarkan
peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Para hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar sepakat berpendapat
bahwasannya anak hasil hubungan perzinaan itu jika terlahir dalam
lingkungan perkawinan yang sah menurut Agama Islam maka berhak
mendapatkan warisan dan hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya, hal
tersebut sesuai dengan Pasal 186 KHI yang memiliki makna bahwa anak
yang lahir luar kawin hanya memiliki hak kewarisan dari ibu dan kerabat




Dari hasil penelitian  yang dilakukan oleh peneliti, pada implikasi ini
dikemukakan beberapa saran atau masukan yang terkait dengan penelitian sebagai
berikut:
1. Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan
Islam, para pihak harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari
pada harta. Dan untuk pembagian harta warisan selalu berpegang teguh
pada prinsip keadilan sosial, persaudaraan, toleransi, dan saling
menghargai terhadap hak-hak orang lain.
2. Apabila telah meninggal seseorang dan meninggalkan harta warisan dan
ahli warisnya, hendaknya harta warisan tersebut segera dibagi sebelum
keutuhan harta tersebut terbagi-bagi, berpindah tangan dan dikuasai oleh
orang lain.
3. Bagi Anak, orang tua adalah pelindung dan pengayom dalam kehidupan,
dalam kewarisan pula orang tua memiliki peran yang penting dalam nasab
dan kewarisan terhadap anak. Ketika ada sengketa kewarisan anak hasil
zina, hakim Pengadilan Agama yang memutuskan perkara harus
mengutamakan asas keadilan dan berpedoman pada KHI.
4. Kepada semua pihak untuk tidak mengucilkan anak yang lahir akibat zina
ini karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui dosa apa yang telah
orang tua mereka lakukan, perlakukan mereka dengan baik dan adil sama
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